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KATA PENGANTAR

uji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesailan bulo berjudul
Desentralisasi Fiskal ini, terdorong oleh keinginan petulis
mengenal implementasi kebijakan desentralisasi fiskal deogan
dikeluarkannyva Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dicewvisi
denpan disahlkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
mengenai pemerintahian dacrah. Bersamaan dengan itn Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 19949 juga direvisi dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 mengenai perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah,

Tulisan yang ini mengupas masalab implementasi  kehijakan
desentralisasi fiskal yang mampu mengembalikan hubungan hierarki
antara pemerintah provinsi dan pemcerintab lokal. Undang-Undang
Nommor 33 Tabun 2004 menerapkan dana alokasi umum (DAU] yanglebih
besar lepada pemerintah provinsi. Undang-undang ini juga meneraplian
rumusan yang lebik baik dalam penentuan alokasi kevanpgan kepada
daerah. Tampaknya undang-undang ini akan menjadi petunjul utama
bag implementasi kehijakan desentralisasi liskal.

Semoga bermanfaat adanya,

Penrulis,

s Pesemtralicacd Fickel | W
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BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan penclusuran hasil penelitian terdabulo ditemukan
beberapa penulis vang lelah melakokan penelitian sebelumnya yang
berbubunpan  denpan topik dan masalah implementasi  kebijakan
desentralisasi fiskal, kemudian dibahas secara kritis sehingpa dapat
diketahui tentang ruang linglup, kajian, hasil, keunggulan dan kelemahan,
sehingga dapat diketahuni relevansi dan aspel-aspek yang masih baros
dikembangkan dalam penelitian it

Sevard umum penelilian lentang implementasi kebijakan otonomi
daerah, studi tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah
berdasarkan Undang-lindang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten
Handung sudah dilakukan oleh Utang Suwaryo (2005} dari Universitas
Padjadjaran Bandung bahwa implementasi leebijakan otonomi dacrah
tidak berdiri sendiri, melainkan mefibatkan banyak komponen
(kewenangan, urusan, keuangan, sumber daya, sikap para pelaksana,
dan partisipasi masyarakat) satu denpan yang lain saling berinterabsi.
Di sini tergambar kebijakan secara luas, akon telapl kajiannya kurang
merefleksikan kondisi desentralisasi fiskal secara keseluruhan.

Penelitian lain, yakni Ari Swlistyoring (2004]) dari Universitas Gadjah
MadaYogyakarta menelititentang” Dampalk Desentralizasi Fiskal terhadap
Pelayanan Publik, Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta"
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaon tentang bagaimana
desentralisasi fiskal bekerja di tingkat daerah dan sejauh mana dampak
desentralizasi fiskal rerhadap kapasitas daerah dalam meningkatkan
lualitas pelayanan publik. Temmnan penelitian talah balvwa desentralisasi
fiskal relah membawa dampak positit bagi M'emerintah Kota Yopyakarta,
ili mana pemerintah dasrah mempunyai taxing power yang lebih leluasa
serta memperoleh penerimaan daerah yang meningkat secara drastis
selama dua tahun terakhir Tetapi desentralisasi fiskal tersebut belum
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membawa dampak vang signifikan terhadap pelavanan publik di seltor
kesehatar:

Asri Harahap (2006), dari Universitas Padjadjaran mensliti tentang
Manajemen Keirangan Daerah dan Perilako Birokeasi dalam Tmplemeastas
Otonemi Dacrah di Pemerintaban Provinsi DRI Jakarta, Penelitiannya
dilakukan untuk memperoleh pemabaman vang mendalam terhadap
proses pelaksandan konsep manajemen keuanpan dacrah yang responsit,
reaponsibel, dan almntabel kewangan Pemerintahan Provinsi DKl Jakarta,
Temuan peneliian menunjukkan babwa manajemen kenangan dacrah
di DKI [akarta terjadi kekurangefizienan, salah sam faktor penyehabnya
adalah stkap dan perilal birelrast keuvangan yang kurang responsit
dalam menyerap dan melibatkan masyarakal selama proses perencanaan
dan penyusunan APGD.

Aswin (2005), dari Universitas Brawijaya Malang meneliti tentang
dampalt  implementasi  kebijalan  desentralisasi  fiskal terhadap
kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
dan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan
desentralisasi fiskal tidak berpengarub terhadap kinerja pelayanan
secara tidak langsung melalui kinerja proses bisnis internal, kinerja
pertumbuhan, dan pembelajaran,

loka Waluyn [2007], dari [niversilas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta meneliti tentang dampak desenlralisasi fiskal
terhadap pertutnbuban elionomi dan ketimpangan pendapatan daerah
di Indonesia. Tujuan penclitiannya adalah untuk menganalisis dampalk
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
pendapatan antardacrab. Hasll yang didapat menunjukkan bahwa
desentralisas| fiskal berdampak meningkatkan pertumbuban ekonomi
relalil lehih tinggi di daerah pusat hisnis dan dacrah yang kaya sumber
daya alam daripada daerah hukan pusat hisnis dan miskin sumber daya
alam.

Selanjutnya Fadillah Amin [2002), dari Universitas Brawijava Malang
meneliti tentang “Tmplementasi Dana Perimbangan serta Implikasinya
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APED) dalam
rangka Desentralisasi Fiskal: Studi pada APBD Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun Anpgaran 20027 Tujuan penelitiannya untuk mempercleh
deskripsi yang komprehensif tentang (1) Implementasi mekanisme
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penyaluran  (transfer) dana perimbangan Jari pemerintah  pusal
kepada pemerintah daerah; (2) Implementasi mekanisme penyusunan
dan pengelolaan APBD; [3) Penerapan sisterm akuntansi keuansan
iaerah (SAKD) di Kabupaten Malang; dun (4) Implikasi pelaksanasn
desentralizasi fiskal terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Malang,
Flasil yang didapat menunjukkan hahwa perolehan dana alokasi umum
(DAU] Kabupaten Malang untuk tahunr anggaran 2002 adalah vang
lerbesar di Provinsi Jawa Timur Sedangkan untuk dana alokasi khusus
[DAK), Kabupaten Malang tidak memperolehnya, Untuk implemoentasi
mekatisme transfernya, penyaluran dana perimhangan dari Pemeriniah
Musal kepada Pemkab Malang pada prinsipnya sudah sesuai dengan
kelbutuban yang berlaku, namun ada beberapa aspek  yang belum
sepenuhnya dapat terpenuhi.

Bahl (2001), menjelaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal
di China, di mana sebagian besar dana yang didistribusikan pemerintah
pusat ke dacrah herasal dari pajak pajak vang dibagihasillan seperti
pajak pertainbahan nilai (VAT), pajak sumber daya alam, pajak bangunan,
pajak saham, pajak perdagangan dan industri, dan pajak peadapatan
perusahdan joint-venture asing. Kewenangan daerah dalam pengelolaan
pajalk amtara lain meliputi pajak penghasilan perusabaan daerah, pajak
biznis, pajak tanah perkotsan, pajak penghasilan perorangan, dan pajak
pertambahan nilai (PPN} tanah.

Berdasarkan lajian literatur penclitian pendahulvan terschut di
atas terpambar hahwa keberhasilan suatn kebijakan publik dalam
implementasinya membutuhkan banyak dokengan dari komponen-
komponen lainnya. Knmponen-kemponen yang mendukung kelrerhasilan
suatu kebijakan publik yang dampalinya akan dirasakan oleh masyarakat
panyak termasuk pemerintah daerab sendici antara lain seperti sumber
dayaorganisasiyamgmeliputistrukturorganisasiyangmeliputikemadirian
daerah merupakan kewcenanpan daerah vang tidak dapat dielaklkan,
tetapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
kewenangan dalam kemandirian kenangan dacrah ini tidak diartikan
hahwa setiap daerah harus dapat membiayai selurub keperluannya dari
rada pendapatan asli dacrah [PAI]. PAD hanya merupakan salah satu
komponen sumber pencrimaan keuangan daerah meskipun PAD tidak
seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APED]. Proporsi PAD terhadap total penerimaan dapat memberikan
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warna terhadap desentralisasi fiskal suatu daerah. Studi ini paling tidak
dapat mengisi kekosongan informasi terutama mengenai kemampuan
daerah dalam mengelola pendapatan daerah semenjak diberlakukannya
Indang-Undang Nomor 22 Tahun 19599 yang mana telah direvisi dengan
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzh Daerzh
dan Undang-Undans Momer 25 Tahun 1999 yang telsh direvisi dengan
Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keaangan
Antara Pemeriotab Pusat dan Daerah. Peran daerah kabupaten/kota
sobasni daerah yang memililki kewenangan diharapkan dapat lebib
efeltf dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri terutama
yang berasal dari PAD, sehingga tidak tergantung pada sumbangan dan
hantuan pemerintah pusat.

Hasil penelitian masing-masing tersebul di atas melihat suaty
kebijakan publik dun implementasi kehijakan dari sudut pandang
proses kebijakan menurut Bahl, dalam segi dampak desentralisasi fiskal
desentralisasi fiskal sedanghkan penulis melihat implementasi kebijakan
dalam penelitian ini mepurut Edwards 11 dari segi implementasi
kebijakannya. ##4

A | Posentrativon Fivka!




BAB li
IMPLEMENTASI KEBLJAKAN PUBLIK

Implementasi  kebijakan merupakan suatu  tahap  dan tdak
terpisahkan dart keseluruhan proses kebijakan. Dunn (2000 © 24),
menjelaskan bahwa “kebijakan yang telah diambil dilaksanalkan oleh
unit-unil administrasi yang memohilisasikan sumber daya fnansial
dan manusia’ Implementasi kehijakan merupakan aspek penting
dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan, karena implementasi
merupakan aktivitas dalarm mencapai mijuan yang telah diletaplan.
Implementasi kehijakan yang berhasil menjadi faktor penling dalam
keseluruhan proses kebijakan. Bahkan secara chsplisit Huntington
{1994 1), menegaskan:

Perbedaan paling penting antara satu negara dengan negara |ain

tidak terletak pada bentuk ideologinys, akan tetapi pada tingkat

kemampuan melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan
dapat dilihal pada kemampuan melaksanakan setiap pulusan atau
kebijakan yang dibuatnya.

Dalam studi implementasi kehijakan publik yang lebih realistis, Abidin
(2004 : 191-197) lebih mengapresiasikan dukungan keberadaan faklor
internal dan cksternal kehijakan proscs implementasi kebijakan dengan
pemildran teoretis sebhapai berilul
1. Bahwa proses implementasi kebijkan ditentukan oleh dukungan

dua faktor yaitu faktor internal dan fktor cksternal. Faktor internal

meliputi substansi kehijakan dan dulbungan sumber daya, sedanghkan
faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan  dukungan
masyarakal
2. Dulungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
(1} Subtansi kebijakan, bahwa suatu kehijakan dianggap berlaalitas
dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi:
a] Tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai alau alasan yang
dipakai untuk membuat kebijakan ity dapat dikatalan
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baik, jika: [1] Rasional, artinya tujuan dapat dipahami atau
diterima oleh akal schat; (2] Diinginkan [desireble], artinya
tujuan kehijakan itu memenuhi kepentingan orang banyak
atau dapat memenuhi kepentingan masvarakat.

b} Asumsi, bahwaasumsiyvangdipakaidalam proses perumusan
kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.

¢] Informas, bahwa informasi vang digunakan cukup lengkap
dan bepar alau Lidak kadaluarsa (ool of dute]. Kehijakan
yvang didasarkan pada informasi yang karang lengkap adalah
bicdak tepat.

(2] Sumber daya, yaitu meliputi:

a) Sumber daya aparatun yaitu dukunpan aparal pelaksana
kebijakan;

h] Anggaran, vaitu dukungan biayva bagi pelaksanaan kebijalkan;

¢] Sarana, vaitu dulkunganperalatan bagi pelaksanaan kebijakan.

3. Dukungan faklor elsternal kebijakan secara elaboratif meliputi:

1} HKondisi lingkungan kebijakan, yaitu menyanglot kondisi sosial
politik, dan ekonomi.

2] Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakar sebagai

sasaran [ohjek) kebijakan yang diimplemeantaszikan.

Konsep  implementasi  kebijalkan lersebut nampaknya  lehih
komprehensif, Earena mengemukakon fktor-foktor signifilkan vang
menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor
intornal kebijakan yang menyanghkul aspek kualitatif (substantil) dan
aspell manajerial suatu kebijakan serta falktor clsternal kebijalan vang
menyangkut realitas dampak kondisi sesial, ekonomi, dan politile setta
penpuatan dulkungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sehagai
stakeholders utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal
(sasaran kehijakan desentralisasi fiskal).

Relevan denpan pendapat tersebut, para ahli administrasi publik
jupa sependapat mengenai pentingnya peranan pombuatan kehijakan
dan implementasi kebijakan sebagai suatu mata rantai proses kebijakan,
seperti dikemukakan Edwards [11 [1980 @ 37] yang mengatakan empat
[aklor vlzma yang dominan memengaruhi implementasi kehijakan
adalah communication [komunikasi), resovrrces (sumber daya), disposition
[disposisi], dan buregwcrotic siructure (struklur birekrasi).
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1. KoMUNIKASI KEBIAKAN [PUBLIC POLICY COMMUNICATION)

Dalam proses komunikasi kebijakan (public policy communication),
Edwards 0T (1980 : 37}, menyehutkan bahwa transmisi, konsistensi,
dan kejelasan memberikan pengaruh terbadap clektivitas implementasi
kebijakan. Para penerima informasi (turget oudience) baik sebagl si
pengirim [serder]), maupun si penerima (receiver) perlu mengetahui apa
vang harus dilakukan terhadap kebijakan.

Hakekat komunikast yang diranglum oleh Sudivono dan Harpowo
(2003 : 37-38) dari pendapat pakar ibmu komunikasi adalah:

Komunikasi pada hakekatnya adalah proses pertukaran pesan-pesan
veerhal dan atau nonverbal (maessege] di antara si pengirim [sender or
siurce or cotnmunicelor ) dengan sipenerima [receiver - communicant
melalni berbagai media (method, channel, tronsmitter] — transmisi
guna mengubah sikap dan perilaku yang mencakup aspek kognitil,
afektif, dan psikomotorilk.

Proses alami komunikasi digambarkan oleh Schermerhorn LR, | [0,

Hunt, dan BN Oshorn (2003 - 327} dengan menambah faklor roise:

A process of seniding and receiving messages with attached meanings.
They include o source, who encodes an intended meaning into a
message, and receiver, wha decodes the massaige into @ perceived
meaning. The recernver may or may not give feedback to the source
Noisc Is the term used to any disturbance that disrupts it and interferes
With transference of the messages within the communications process.

Maksud Schermerhorn, et of. peladsanaan komunikasi pemerintah,
DPRIY dengan masyarakat sebagai suatu proses pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan yang mengandung acti-arti. Mereka terdiri atas
sehuah sumber yang incmberi tanda arti yang dimalesudkan dan penerima
yangditandai pesandenpan artivang diterima. Penerima hiza memberikan
atau tidak memberikan masukan balik kepada sumber  Noise adalah
istilah yang diberikan hagi gangguan yang menphambar pesan-pesan
dalam proses komunikasi. |ika tersendatnya komunikasi pemerintah,
DFRIY dengan masyaralat dischablan peran pemerintah, DPRD dengan
masyarakat masih belum optimal. Mereka terdind atas schuah sumber
yany memberi tanda arti yang dimaksudkan dan pencrima yang ditandai
pesan dengan arti yang diterima. Penerima bisa memberikan atau tdal
memberikan masukan balik kepada sumber. Noice adalah istilah yang
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dibetikan bagi gangeuan vang menghambat pesan-pesan dalam proses

komunikasi, dapat dilihat pada gambar di hawah ini.

Gambar 1

Proses Komunikasi Implementasi Kebijakan Publik

SUMBER

Twrended
MHoxning

JHESTAENE

-| Cama PENERLAA
Encecled thoondad | Deoaded
| "'L * Mussiues | sy

sumber; Schemerbworn, Hunt Osbon (2003 337)

seperti berikut ini.

NLHCE

;

Plepsioal disraciion
Seman i errars
Cuidneral differmmnng
Anserics of feedlarch
ey effecis

Bahasan secara detil aspek komunikasi [communicotion) sebagai
faktor krusial dalam implementasi kehijakan pada empat faktor, yakni
komunikator, pencrima, media/saluran komunikasi, dan hambatan
komunilasi [roicel di samping diperlukan adanya media [tertulis, lisan,
radio, televisi, film) dan tanggap balik dalam setiap proses komunilasi
bisnis, maka pandangan bahwa komunikasi bersifat finier, kini telab
bergeser menjadi komunikasi memusat terutama pada komunikasi bisnis

_[1} Komunikator (Commanicanm)

Sumber komunikasi atau komuonikator
berfungsi sebagal implementator kebijakan vang menurut [brahim
(2003 : 17) yatlu:

Harus memilikl keterampllan untuk meyzkinlkan atau memengaruhi
orang lain, sehingga sel lum berkomunikasi, kemunikator harus
meyakini terlebib dahulu kebenaran dan rumusan kehijakan yang
akan dikomunikasikan. Sedangkan komunikator kebijakan harus

| Desenivoiizas Fiskal
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(2)

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dalam proscs
komunikasi kebajakan tidak terjadi hambatan-hambatan yang berasal
dari imernal diri komunikator (Ibrahim, 2003 ; 37-38).

Penerima [Receiver}
thrahim, et ol (2003 : 40) membagi dua kelompok yakni penerima

yang dikehendaki (intended receiver]) dan penerima yang tdak

dikehendakd {unintended recefver). Fliegel EC. [1904] sehagaimana
dikatip Swanson BE [1904:80) menyatakan babwa beberapa

Labiapan respons yvang terjadi dalam dird penerima pesan komunikasi

tergantung pada:

1. Bentuk pengetahwan atau informasi (pesan) yang dikomuni-
leasikan (baru atau lamal, merupakan kondisi koalitas tertentu
dari informasi yanp diperoleh berdasarkan perbedaan waktu
mendapatkannya.

2. Cara mengomunikasikan atau menyampaikan (persvosive, atau
menarik), adalah langkah-langlah bapaimana  memperceleh
inflormasi lersebut, denganjalan yang persuasiveatau pemaksaan)/
penekatan,

3. Putusan yang diambil olech penerima untuk implementasi atau
adopst dapn kenfrmasi, adalah rencana penggunaan informasi
yang telah diperoleh tersebut yaitu untuk implementasi atad
konfirmasi.

Dalai bahasa pemasaran, E.K. Strong [1925] sebagaimana dikutip
Kotler (1994 : 573 menyvatakan bahwa respons yang diberikan si
penerima mengikuti tahapan atfention, fnterest, desire, dan acbion
(A4 model].

(3} Media/Saluran Komunikasi {Channel-Transmitter)

Terdapat banyak cara, metode dan saluran komunikasi laaik
secara lisan pada pendekatan individual dan massal  [pidato,
ceramah, kuliah), maupun sccara tertulis [(melalui poster, brosur,
feaflel, selebaran, dan media cefak lain], audiovisual {film, TV, CD}
dan bentuk-hentuk lainnya. Semakin bamyak cara, metoda, dan
saluran komunikasi yang dipunakan oleh konnunikator kumuanilosi
kebijalcan, semakin paham si penerima (receiver] kebijakan terhadap
rumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang disampaikan
itu {Ibrahim, 2003 : 1H).
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(4) Hambatan (Noise)

Noise [fcommunication barriers) atau hambatan  komunikas]
menurut Schermerborn, Hunt dan Oshorn (2003 : 342] discbablkan
oleh enam faktor vaitu:

1. Distraksi fisik (physice! distraction) yang merupakan akibat
dari gangguan kosentrasi yang disebablan perencanaan tidale
menetapkan privritas-priovitas;

2. Masalah-masalah semanuk [semantic probiems), vakni masalah
bahasa dan kata-kata yang dapat menyebabkan penerima pesan
mempersepsikan lain isi pesan vang disampaikan komunikator,
sehingga komunikasi lisan maupun tertulis harus benar-bhenar
memperhatikan bahasa dan memilih kata-kata vang tepat, atau
dengan lain kata: sampai pesan singhat dan sederhana [Kiss
principle); :

3. Pesan-pesan campuran [(mived messoges] yaity  kelika
komunikator menyampaikan suatu pesan dengan kata-kata,
namun bersamaan dengan itu dibuat gerakan-gerakan badan dan
mimiknya (body fenguunge) yang mengombinasilan pesan lain;

4. Perbedaan budaya (cultural difference) vang terjadi pada

lornunileasi lintas luolter;

Tiadanya masukan [whsence of feedbock] vang terjadi pada

komunikasi satu arah [ore wey communication) dan:

fi. Pengarub-penparuh  status  (status  effects) vang terjadi
akibat perbedaan antara komunikator dan penerima. Untuk
menghilangkan pengarubh  perbedaan  tingkat  ini,  maka
komunikator dan pencrima harus membangun kemilraan setara
dengan optimalisasi pada objek kegiatannys.

o

2. SuMBER Dava KERIJAKAN (PEBLIC POLICY RESOURCES)

Faktor kedua yang memengaruhi keefektifan implementasi kebijalan
adalah sumber daya. Fdwards 1l (1980 : 87] menyebutkan babwa
walaupun kegiatan faktor dalam proses komunikasi terpenuhi, namun
tanpa dukungan sumber daya (manusia dan fasilitas] yang handal dan
memadal, implememtasi kebijakan tidak akan efektif. Karena peran
komunikator merupakan faktor terpenting yang akan menghalangi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengomunikasian, vang dalam
hal ini dislami oleh banyak peran komunikator yang mungkin akan
menyehabkan kinerja objek kegiatan semalkdn menurun,
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simanjuniak (1985 : 30), menyatakan bahwa: sumber daya masukan
dapat terdiri atas beraneka ragam faktor produksi seperti kapital, tanah,
hangunan, peralatan dan mesin, bahan baku dan sumber dava manusia.
Kendatipun demildan dalam implementasi kebijakan, faktor manusia
adalah strategis karena peningkatan produktivitas faktor produlsilainnya
sangat lerpantung pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusia
dalam menangani, mengelolz, mengendalikan dan memanfzatkannya,
aumber daya kebijakan yang secara garis besar terdiri alss sumhber
daya manusia yakni sumber daya komunikator (dalam Bal ini aparatur
pemerintah) dan sumber daya produksi dan distribusi, di sampiog
sumber daya alam baik berupa potensi alam, ketersedizan walkty,
ketersediaan lempal, serts fasilitas-Fasilitas berupa sarana dan prasaminag
implementasi. Pembagian sumber daya kebijakan sebagai faktor puenting
pada implementasi kebijalan dalam empat dimensi praktis teeschut
adalah sebagai berikut.

(1) Sumber Daya Aparatur

Sumbcer daya aparalur pemungutan pajak dan retribusi yang
jumlahnya tdak menculupi pada tingkat kelembagaan implementor,
akan menghambat kelancaran mnplementasi kehijakan, sehingga,
sluffing yang dimulai dari relauittnen dan pembinaan merupakan
masalah sentral dalam implementasi terutama pada implementasi
kebijakan baru. DI samping itu segi keterampilan aparalur yang
menangani  implementas:t kehijakan  juga sangat menentukan
lercapainya mjuan implementast. Aparatur perlo segera dibina serta
tikembanglean secara terus menerus, bertshap serla sistimatis agar
memilild lebih banyak kemauan dan kemauan secara individu azou
seecara kolektif,

Menurut Winards [. (2000 : 441), ketika mereka bekerja dalam
suatu tim jaringan kerja (team work ond networking) pada fokus
berilkut.

1. Memiliki sikap mental dan budi pekerti ohar (highly mental
altitude];

2, Memilikt cita-cila, imajinasi, pagasan, kreativitas, inovasi,
dedikasi, empati, dan kearifan [ideslism, imagination, initiative,
cregtivity, innavietion, dedication, empatism, and wisiom) untuk
mendampingi optimalisasi penerimaan daerah, serta dampalinya
dalam pelayanan sccara mandiri.
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Empatisme dan kearifan dalam implementasi kebijakan akan
menimbulkan sikap bahwa pelaku implementasi tersebut tidalk
mengurangi, tidak semata-mata menjadi ahli, tidak benlebat, tidak
memutuskan komunikasi dan pembicaraan, serta tidak bersikap
diskriminatif terhadap optimalisasi penerimaan davrab, serta
dampaknya dalam pelayanan, Niscaya, bila lkaidab ini dipegang
tegull, maka cfektivitas layanan akan meningkat. Secara sistematis,
layanan implementator kebijakan ditentukan oleh pemahaman
thwal problemnyva, orang-orang memengarithinya, kekuatan dan
leeterbatasannya, sifar serta pola hubungan-hubungan kerja yang
Limbul di antara dan di dalam berbagai kelompok orang-orang yang
bersama-sama membentuk linglungan Kerjanva {Winardi ., 2000 ;
442].

Unsur sumber daya aparatur ini berperan di dalam implementasi
kebijakasn sebagaimana isu utama dalam tulisan ini karena aparatur
merupakan “aktor” utama dalam men-delivert seluruh kehijakan
kepada abjek kebijakan secara tepat.

Dalam perspektif kibernologi membedakan pengertian nhjek
penerima implementas: kebijakan yang hidup dalam sub kultur
ekonomi [SKE) dan sub kultur sosial (SKS) di perlwotaan menjadi dua
tingkatan, yakni;

1. Tingkat peasaniry, adalab tingkatan bahwa implementasi
kehijakan tersebul sangat berganiung kepada peranan dan
ketersediaan sumber daya dari perumus kehijakan itu seodiri;

7. Galain oleh tidak adanya aksesibilitas, kekurangan, keterbukaan,
dan transparansi anggaran serla kurangnya pembakuan kegiatan.

(2} Sumber Dana lnplementasi Kebijakan

12

implementasi kehijakan harus memiliki dulkungan pendanaarn
yang memadai dan stabil. Implementatar pada tinglkal bawah,
biasanya mengalami hambatan yang paling besar dalam menjalankan
kewenangannya karena keterbatasan  kewenangan pengelolaan
sumber dana, sekalipun implementasi kebijakan telah menetaplan
pembiavaan atas pelaksanaannya dari sumber pemerintah dan
swaska.

Kewenangan di atas kertas sangat berbeda dengan operasionali-
casinya dilapangan, terutama karena kewenangan untukmemperaleh
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sumberdana bagi penyediaan fasilitas  implemenizsi kebijakan
tersebut,

(3) Sarana dan Prasarana (Focilitics Infrastrustiore)

Seorang implemuentator lapis atas vang memiliki staf vang cukup
dari sepi koantitis mauvpun kualitas, memabann wlermasi Vang
lenghkap, memiliki kewenanpan yang cukup, namun tidak memiliki
tasilitas yanp memadai, sangat besar kemuongkinannya tidak akan
mampu mengunplementasikan sebuah lcelijakan publik desgan
elektif.

Fasilitas antara lain mwnyangkot piranti keras dan lonak,
organisasi, serla teknologi, Sarapa dan prasarana implementasi
kehijakan terdiri alas selebaran, papan tulis dan papan penempel,
alat tulis, prayeltor, perlenpkapan ruang, atat perapa, dan sarana
mabilitay dan hase camp.,

DISPOSIST ATau SIKAP DAN PERILAHU TERHADAF KEDUJARAN [ PugLic
Poprcy DISPoSITION)

Retanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku

sumber daya manusia aparatur smplementasi kebijalan sehapai imple-
mentator kebijakan dan sumber daya oplimalisasi hasil implementasi
bersanghutan, serta dampaknya dalam pelayanan sehagai konsusnun
(objek} atas implementasi kelwpakan. George C. Edwards 11 1980 : 90)
menelaah fuklor dispasisi ini ke dalaw cmpal peranan berikat.

(1) Peranan Disposisi (Effects of Dispasitions)

Repentingan implementator secara pribedi dan atau organisasional
vang ditnjukan oleh sikapnya terhadap kebijakan pada kenyataantyas
sapgal besar peranannya pada  implementasi  kebijakan yang
efeltif.  Sikap implementator  yang merinlangs  implemettas
kelijulan dinmilai dard munculoya tindakan seleksi, diskriminasi,
ketidaksetujuan scria dilanjutkan  dengan penyimpangan  vanp
tidak terelskkan antara putusan kebijakan dan kinetja kehijakan,
Kadangkala, implementator secara selektl menerima  pelbaypai
perintah, namun sesunppubinys ia menolak perintah vang tidak
sama dan schangun dengan sikapuya terhadap kebijakan, Perbedaan
sudut pandang organisasional mungkin juga mencegah kerja sama
antarimplementator atav terjadinga konflik intcrnal sebuah wait
inplementator dalam bnplementasi kebijakan menjadi penting;
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(2]

14

Penataan Stal Hirokrasi (Stoffrag the Bereauoatic)

Edwards 11 {1980 : 95) menyvatakan hahwa penpanplalan |aelectan
i recraibment], peoetnpatan dan pembinaan persanalia - s1af vang
bersedia dengan tulus dan mampu (mempunyal alilinn copacioy
dan capability) karena memiliki Rompetisi dan prolesi vang tepat
untuk mengimplementasikar kebijakan adalab bagian yang sanpgal
menentukan keherhasilan impleinentasi kebijakan. Sistem penataan
implementator  kebijakan lthangun  dalam rangka  kelangaran
proses implementasi kebijzkan pemerintalan vang strategis antars
lgin  dengmm  mengesampingkan, menarl, menempatikan - atag
memindahlan stal vang mungkin fidak patoh dan menolak ataw
menghamhbal proses implementasi kebijakan tersebul;

Insentil [fncentives)

Insentl meropakan salab satu faktor pembacgkil muolivast stal
implementztor pada seliap tingkatan perly diperhstikan dan
dipenuhi {Winardi |, 2002 : 27). Tnsentif dapat divwujudkan dalam
bentule sistem pengeajian, pembiran honerarium, tunjangan,
riaupuet berbentuk pengharpaan lainnya yang bersifat kompetitif
sesual kinerja implemntator (Georpe O Edwards [11 (1980 : 93-94,
Winardl 2002 : 28}

STRUKIUK  Breorrast  Krppakan  (Poricy BURFANICRACY
STRUCTURE])

Serukrur kelembagaan birokrasi pemerintahan di pusat dan didaerah

sangal berpengaruh tertadap keberhasilan nplementasi kehifakan
pemerintahan, Prosedur aperasional bako dan fragmentas: strubktur
hirpkrast ini dapat menjadi penghambat implementasi dalam bentigk
pemberasan sumber dava perintzngan koordinasi, pengacavan yurnsdiksi
implementater lapis hawah seria pemsbangkitan tindakan-tindakan yang
tdak dikehendaki sehingga harus mendapatlan tambahon atens: (George
C. Edswards 17, TR0 127 menilai strukiue birokrasi senagai faktor yang
sangat berperan terhadap knplementasi kebijakan pada faktor berilut

[1) Prosedur Operasional Balu [Standard Operational Procediores -

SOF}

Standard eperationa! procedures {S0P] merupakan tuntutan internal
dari implementasi suatu kebijakan yang seragam, dan sumber daya,
kesempitan waklu, serla keragaman operasional ovganisasi yang
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(2}

Besar dan fuas. 50T desusun, jupa schagai akibal tuntolan efisicensi
dari birokrasi eksternal terutama pada implementasi kebijakan yang
secara luas memengarubi linglungan el ternal. SOP adalah suatu hal
vanp secars rulin memunglonkan para pejabat publik menetapkan
utisan-PUtEARRYA Sedara cepat SP?E-H.[] saat karena DrﬂE'E'd'll.l'.l'l}’-:'l
telah disederbanakan dan diseragambon sehingga dengan S0P
menghemat wakiv vang sangat berharga. Kendatipue demikian S0P
vang berialku seragain pada situasi umum Udak jarang merupakan
hambatan dalam implementast liehijakan vang hersifat khusus dan
haru, Nelesibel karena harus ada perobahan dan pada situasi vang di
luar kebiasaan, SOF yang ketat seringkali menvebabkan individu dan
Organisasi engpan menerinnd tangzung jawab baru sehingga tidak
sdja akan menunda ataun hahkan merintangi implementasi sebagian
atan keseluruhan kebijalan baru tetapi juga akon menghmnbat
terlaksananya program-program baru. Dalam hal ind vang dimaksud
dengan pengertion 50F adalak suatu langhkah-langkah proseduor
vang telah berlakuo tetap dan dipetuskan melalun sebuah kehijakan
tertentu. S0P disusun wuntul membaniu bagaimana implementasi
lebigaltan tersebut bisa dilakukan dengan baik, tepal sasaran dan
ciisier.
Frapmentasi (Fragmentotion}
Fragmentas: merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah
hidang kehijatkan di antara unit-unit organisasional vang terbesar
luas. Presiden Jimmy Carter vang dikutip George O Edwards 110
[1980: 134), Lenlang kondis: fragmentasi hirokrasi di Amerika
Surikat sehapai berilut,

“There ore too many agercics, doiig boo many things, overfappings

too often, coordinaling too roredy, wasting oo mouch money oo

doing too ffttle to sofve rovely problems”

Sehinggaterlalu banvakunit vangmelakukan, halyvangsering tumpangs

tindih, yang jarang dikeordinasikan, maka banvok menghabiskan uang
dan melakukan terlale sedikit pemecahan masalah vang nyata. Pada
kenyataanmya, unit-unit tidak dapat dengan muodah diorganisasikan
seputar suatu bidang kebijakan, sehingsa sebagai konsekuoensinya
fragmentasi dilakukan untuk mendistribusikan Langpung jawah alas
sumber daya dan otoritas pemecahan masalah komprehensif, dan hal ini
menyebablian koordinasi kKebijalan menjfadi sulit dilakulan. Tanggung
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jawab yang tetlragmentas: ini secara signifikan menychabkan sempitnys
folius dan merintang! kehijakan yang bersitat khusus.

Irengan demikian, implementasi lehijakan dapat terlaksana dengan
baik, jika keempat faltor dapat berjalan dengan baik, karena tidalk
mungkin setiap faktor berdiri sendirl, melainkan akan bekerja bersaima-
sama dan satu sama lain saling memengaruhi. Kelemahan pada satu
faktor, akan berpengarub pada proses implementasi yang pada akhirnya
memengaruhi kinerjz implementast itu sendiri. Keempat fktaor tersebut:
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struklur berokrasi menjadi
kerangia pemiliran dalam muelihat sejauh mana implementasi kebijalan
dilaksanalkan.

Dalam prakteknya, sebaga: contoh dapat diartikan bahwa 1)
komunikasi merupakan suatw bentuk kanalisasi penerapan kebijakan
suatu kepistan tertentu kepada implementator kebgakan; (23 sumber
daya mencerminkan  adanys  suatu sarana-prasarana pendukung
utama implementasi kebijakan, misalnya, aparatur,  infrastruktuar,
dana, keterampilan, dan sebagaloys; {3) disposisi mencerminkan arus
deliveri bagaimana kebijakan itu harus dilmplementasikan melalui
agrepast kemampuan sumber daya; sedanpkan (4] struktur hirokrasi
mencerminkan adanya licharusan bahwa berjalannva  implemerntasi
kebijakan itu melalui lini organtsasa dan struktur birokrasi. Sedangkan
bagan dart model Edwards 1 [1980 : 134 adalah sebagai berikut.

Gambar 2

Implementas! Kobijakan Publik, Menurut George C. Edwards 1

Komumikas

Swimbor [haya

L o

: ] Irmplementasi
Dispasis:

Slrukior
Hircrkrasi

sumber Implementasi Kobijakan George C, Edwards 111 (1980 1 134).
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Dalam studi implementasi kebijakan, dari beberapa pendelatan
tersebut di atas vang dapat digunakan untuk  berhasil tiddaknya
pelaksanaan kehijakan, Pendekalan dikemukalan aleh Fuwards 11
[L980: 9] dua pertanyaan poliok, vailu:

I What are preconditions for successful policy implementation ?
2. ¥hhal the primary obstacles o suecessfl policy implementation?

Berdasarlan  pertanyaan  tersebul, Fdwards I (1980 - 1 2]
merumuskar cimipal faktor yang merupakan syarat-syarat penting puna
mengkaji dan menelin implementasi kebijakan, Keempat fakeee ilu
adalah sebagai berikul

L Communication: Romunikasi menyanghul penyvampaion atau

penyeharan informas (Lreasmission), kejelasan (lority), dan
Leonsistensi {consistency]  dari informasi yans disampaikan,
Pelaksanaan kebijakan akan lelnb efekdf jika orang orang yang
bertanggang jawab menginplementasikan kebijakan, memahami
apa by, scharusnya mereka lakukan. Kebijakan-kebijalean Wang
harus dilaksanalan disalurkan melalui orang-orang yang tepal,
kurnunikasi tersebut harus dinvamkan dengan jelas.

2. Resources Sumber daya menyangkut empat komponen yaitu staf
(staff] yang cukap {jumlah dan muta), informasi (information)
vang dibulubhkan  puna mengaminl  putusan,  kewcnangan
(muthority] vang cukup guna untul melaksanakan tugas dan
Langzung jawabnys serta fasilitas [focilities) vang dibatahlan
dalam implementasi kebijakan. Kejelasan, konsistenss, dan akarasi
komunikazsi Gdak akan memengaruhi efcklivitas pelaksatnaan
kehijakan, jika sumbcer daya implementasi kebijakan tersebut
tidak memadai. Sumber daya implementasi kebijakan  Lilak
hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi jupa sumber daya
material, Tanpa sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan
kebijakan tidak akan berjalan cleklr.

4. [isposiion: Disposisi ataun sikap pelaksanzan (erritudes of
fmptementers), menyangkut dampak (effects] dari kalangan akior-
aktor dalam mengimplementasilan kehijakan secara ofckuif
pengaturan bagi para pelaksana kebijakan dan pemberian insentif
Lgnjt. honor, dan sehapainya). Pelaksanaan kehijakan tidak banya
dipengaruhi oleh seherapa jauh pelaksanaan kebijakan mer e
ist kebijakan dan kemampuan untuk melaksanakannya, akan
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tetapl juga ditentolan oleh keinginan atau tekad para pelaksana
dalam meneraplan kebijalean.

4, Bureaucralic structure: Strulktur hirokrasi, menyangkut prose-
dur standar operasi dalam pelaksanaan kebijalan  [stondar
aperating procedures) dan pengaturan tata alitan peketjoaan dan
pelaksznaan program. Struktur birokrasi merupakan varizhe]
terakhir yvang memengaruhi efektvitas pelalisanaan Kebijalar,
Pelalsanaan fimplementasi melibatlan banvale pihale, sehinpgs
knondlinasi dan kerja sama dari masing-masing pihak menjadi
penting. Dalam hubungan ini setiap pihak vang erkait dalam
implementasi kebajalan pecu menpgembangkan suatu prosedor
standar pelaksanaan,

Faktor kamunikasi merupakan hal vang sangat penting dalam
pelaksanaan kebijakan, Kegagalan kebijakan adakalanva disebablkan
pleh ketidakemampuzn aparat pelaksapa votuls mencrjemabkan seliap
kehijakan-kehijalkan. Di wini diperlukan kemampuan, keteramplan, dan
terutama pengalaman aparat pelaksana vang secara khuasus berkaitan
dengan kehijakan yang akan diinfoermasidan kepada masyarakal, Munir
{2000 @ 92) mengemukakan bahwa “petugas pelaksana yang akan
terlibat langsung dengaty aturan [putusan), bechadapan depgan orang
yang berlepentngan schingga ta haros mampu memberilian penjelasan
serta pelavanan vang tenat dan cepat” [N samping ita, komunikasi sangat
bergantung pada adanya saluran informasi. Informasi vang lebih telitif
efeltif, menurot Edwards 11 (1980 : 43] adalah pemberiao informasi
secara langsung. Karena itu, dalam penvebaran informasi kebijakan
narus secara langsung kepada masyaraliat,

Faktor lannya adalab saluran informast, gozalova inplementas
lkebijakan pemerintan adalab tecsumbatnya saluran informast, schingga
tidale ads lejelasan mfoemasi,. Terjadioya kesalahpahaman antara
pemerintzh dan masyarakat tentang program-program karena saluran
informasi herdampak pula pada kebijakan yang tidak konsisten, dengan
kata lain penjelasan terkadang bertentangan depgan kenvatoan dan
kebuatuhan masyarakat, manalalz suatu kebijakan dinnplementasilan.

Mengenal sumber daya (resoorces), Edwards T (1980 @ 53)
mengemukakan implementasi: "... Implementers lack the resources
necessary fo carmy out policics, implementation is (ikely to de ineffeclive.”
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sumber daya meliputi staf [staff], informasi (information), kewenangan
(authordy ], tan Gasilitas (facilities].

Kebijakan vrpanisasi tertentu yang mepgatur  peoyelenggaraan
implementasi kebijakan merupakan salah salue jenis kebijakan publik
yanp ditetapkan oleh peromus kelijakan {organisasi tertents).

Pemikican  teorchis tersebut pampakova  lebih  menpedepankan
pentinpnya dukungan faktor-faltor manajerial yanp signifikan, seperti
infernzasi yang akurat, sumber daya yang memadai, perilaku birokrasi
yang konsisten, dan tersedianya personel vang proporsional dan
profesional bagi efektivilas implementasi kebijakan publik, samun
kurang mempethaltilkan Fktor eksterpal dalom implementast kebijakan
publiz yang cukuap sigmifikan, seperti dulmngan mosvaralat (polili)
sebagai sasaran implementasi kebijakan pablik. ity
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BAB I
KONSEP DESENTRALISASI FISKAL

sejarah telab mencatal bahwa desentralisasi keuanpan atau yang
lehih dikenal dengan desentratisasi fiskal telah muncul sebagal wawasan
bary dalam kebijakan negata pada era 1970-an. Kuncora [1995 ; 4)
menyatatakan fumbubnya puerhatian terhadap desentralisasi fiskal
disehabilkan olek dua hal berikut.

[1}) dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat yang populernya
adalah strategi pertumbuhan denzan pemeralaan (rowieh  with
gty );

{2} adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses vang
kompleks dan penub leetidakpastian vang tidak dapal dengan mudah
dikendzalikan dan direncanakan dari pusar,

Rarena alasan itulah, maka para ahli mengajukan berbagai alasan
mendasar tentang pentingnya desentralisasi fiskal dalam perencanaan
dan admieistrasi Jdi negara-negara dunia ketiga. Sedanskan para ahli
lebih memilib istilah desentralisasi fiskal untuk menjelaskan hal it
dibandingkan dengan descntralisasi keuangan. Karena baik fiskal
maupue kevangan memiliki esensi yang sama, maka dalam pembabasan
ini istilah desentralisasi liskal akan lebib menonjol dibandingkan dengan
descolralisasi kewangan, Hal  ita tidak berbeda dengan penpertian
hubungan fiskal antara pusat dan daerah yang memiliki makna sama
dengan hubungan kevangan. Olel sebab itu, lesta fiskal baik yang diawals
dengan kata hubungan maupun vang diawali dengan kata desentralisasi
senantiasa diattikan dengan kato kewoagoen. Bukankah dalam Koews
Besar Bahosa Indenesia, kata fiskal diartikan sebagai "berkenaan dengan
urusan pajak atau peodapatan negara” dan padanan vang pas untuls
menyebutkan hal it tidak lain adalah kewangan,

Litvack and Seddon (199% : 2], bahiva:

“Desentralisasi  fiskal dapat  diartikan  sebagai  pelimpaban
kewenangan dan Langpung jawalb pemerintah [fungsi publik) dari
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pemenntah kepada dacrah (bawahan] atau ovganisasi semi-mandiri
(instansi vertilal) atan kepada pihak swasta. Pasal 3 Peraturan
Memerintah Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewenangan
provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam
hidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupatenflola serta
kewenanpan dalam hidang pemenmbaban tertento lainnya”

Depgan terjadinva pelimpahan sebagion kewenangan terhadap
sumber-sumber pepsrimaan nepara -kepada pemerintahan i dacrah,
diharaplkan dacrah-dacrah akan dapatl melaksanalkan tugas tugas rutin,
pelayanan publik dan meningkatkan investasi yvang produktit {eopinal
investiment ) di daerahnya {Khusaing, 2006 : 97).

Sedangkan Henri Maddiclk [ 1983 : 19-20) mengatakan bahwa:

"lresentralisasi merupakan suatu  cam untuk meningkarkan
kemampuan aparal pemennlahdan mempereleh in formas vang Lelit
baik mengena keadaan dacrah untuk menvusosn program-prograt
daerah secara lebih responsit dan untuk mengantisipasi secara ::—lp.dl
apahifa dalam pelalsanaannya Limbul berbapa persoalan”

i samping itu, desentrafisasi dapat dipakai sebagai alat untuk
memohilisasi dulinpan terhadap kebijpkan pembanpgunan nasional
denpgan menginformasikan kepada masyarakat daerab untulo menggalang
partisipasi, baik dalam perencanaan manpun pelalsanaan pembangunan
didaerah.

tleh karena hanyaknya pendapal lentang desenlralisast mala onlulk
mienghindari kerancuan Qentarcoe 5.0, [ 2004 ; 28] membatasi pengertian
desentralisasi yaitu:

"Desenlralisas) sebapan kebipakan pelimpabian  ewetnangan  dar

pemerintah  kepada unit pemerintab bawahan, Secara politis,

desentralisasi merupakan bebijakan “berbagi kewenangan' [power

sharing ] antara pemerintah dengan pemerintah daerah”

Ioplikasinya,.  sejauh mana kekuasaan  dan kewepangan
didistribusikan  kepada  lembapa-lembaga  pemennlaban menorul
Desaran ataw luas geografis suatu negara. Selain i, desenfralisasi juga
berarti pembenlukan wilayah-wilayah yang lebib keal dan wilayah yang
lebih kecil dari wilayah nepara dan penciptaan lemhbaga-lemhbaga, hailk
bersifal alonem maupun adminstratil di wilayah-wilayah tersehuol.
Sedanpkan Suvwandi (2003 ;3] menpemukakan bahwa  kapasitas
kuangan pemerintah daermh akan menentmkan kemampoan pemerintah
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dacrah dalam menjalankan fungse-fungsinga  scpoerlh melaksanakan
fungsi pelavanan masyarakat [public service function], melalcanalan
pembangunan {development fuction). dan perlindungan (protective
Junetion ).

avlanjutnya Smith [1979 © 214), mengemukakan faktor-faktor yvang
dapat memperkirakan pelalssanaan otonomi dacrah, yaitn: "Fungsif
tugos pemerintab, kemampuan pemungutan pajak daceahb, bidang
tgas admintstras), jumlah pelimpaban wewenang, besarnya angearan,
wilayah leetergantungan dan personel” Sejalan dengan pendapat da
dlas Fernandes (1992 @ 26-36), mengemuokakan arpumennya tentang
faktor-taktor vang dapat memengaruhi keberhasilon otonomi dacrah
vang mencaliup institusi Revangan dan aparal pemerinish daerah.
Agar pemerintah «aerah mampu memelihara serta mengembangkan
punyelenpparaan otonominya, maka pemerinbsh daerah haros mampua
merespons perubahan-perubanan fundomental atou strategi yang terjadi
di lingloungannya.

Menurut Yudhowono (2001 : 126) bahwa aspelk  sobslantif
pelaksanaan otonomi daersh adalab dengan terorientasi cara pandang
yang mengedepankan pspek mewenangan daerab. D4 samping L,
beherapa aspek substanbl schapai indikator kesiapan pelaksanaan
etonomi doerah yang penekanannva pada aparatur pemerintah dacrah
anlara lain subagai berkul
(1] Terjadinva rincian kewenangan minimal vang wajib dilaksanalen

aleh dacrab otonam beserta kepiatan-kepiatan vang menyertai;

[#] Desainorganisasi peranghkat dasrak;

(3] Dafar kebutuhon pegawali;

(4] Daftar kebutuhan sarana dan prasarana  [(perlenpgkapan) yang
dibrutubilan;

(5] Perliraan lebituban bava untuk meteksamakan kewenangan wajih
minimal, dalam salu lahun anggaran.

Secara teorefis desentralizasi fiskal dapat dikatakan bahwa dengan
desentralisasi, maka pemerintab daerah alkan lebih dekal kepada
masyarakal (thelr constituent], schinpea pemerintah daerab diharapkan
dapal memaham kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (focal
needs ord local preferences). Oleh karena itu, dengan desentralisasi
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tiskal diharapkan dapat meningkatkan pelavanan publik (public service
delivery) kepada masyarakat lokal. Sedangkan makna dalam pengetian
desentralisasi fiskal terdiri dalam bentuk pemberian otonomd i bidang
keuangan (scbagian sumber penerimaan) hepada  daerah-daerah
merapakan suatu proses unluk mengintensifikasikan peranan dan
sebalipus pemberdayaan daerah dalam pembanguran. Putusan-putusan
atas alekasi harang publik semakin efisien karena pemerintah dacrah
mempunyal informasi yang haik tentang masyarakatova,

Menurut Saragih [Z003 - 630]) bahwa;

Desentralisasi fisial merupakan suata proses distribusi anggaran
dari tingkar pemerinlab vang lebib tinggl kepada pemerninlah yang
lebah rendab untuk mendukung langsi suatu tugas pemerintaban dari
pelayanan publile smtinya daerah-daeral harus mampu bertindak
lakal namun herwawasan nasional,

Melalui Undang-Undang Momor 25 Tahun 199% tentang Perimbanpan
Ketanpan Antara Pemerintah Pousat dan Daerab, pemerintah mencoba
metumuskan pola pembagian keuangan antara pusal dan daeeah, dengan
pengertian fslkal meliputi dua aspek yaitu:

"Pertoma, berhubungan  dengan  program  pemenintah untuk

pengeluaran belanja pemenntah dalams hal pembelian harang

dan jasa serla pengeluaran untiuk pembayaran Lansler Kedua,

penerimaan dari jumliah dan bentuk tat pajak”

Denganditetapkannya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 200 1eniang
Perimbangan Kenangan Antara Pemetintah Pusatdan Pemerintab Dacrah,
dalam mengimplementasikan kebijalaan keoangan dasrah lehih memiliki
cepastian peoyedisan sumber-sumber penerumaan bagl daerah otonom,
Bersamaan dengan itu, daerah otonom juga lebth memiliki keluasan
dalam pengelolaan keuangan dasrah, antara lain Jarena DAU merupakan
Biock grant. Namun demikian, juga muncul persoalan ketepatan daerah
atonom dalam menpelola keuangannya berkaitan dengan belanga publik,
Desentralisast vang dimaksud yalu desentralisasi fiskal adalah semnua
kewenangan, hal, dan tangpung jawal: terhadap urusan mengelola
kewangan daerah, bail dari sisi penerimaan maupun pengeluaran umtuk
membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah sepert
penyediaan fasilitas dan pelayanan vmun di daerah secara efisien dan
efekLil.
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Desentralisasi - yang  dimalksud  dalam  penclitian ime adalah
desentralizasi dalamartisempit, atau devidulion, dimana daerah diberikan
kewenangan untuk menyelepgarakon tugas dalam bentuk desentralisasi
fiskal yang dulunya tersentralisasi menjadi kewenangan daerah untuk
mengelala secara adminestratif baik penerimasn keuangannya maugmn
PETES UTIAAL VA,

sesual pendapat Ehini [2002 0 26) di mana desentralisasi fiskal dapal
diartikan seoagal pelimpahan kewenanpan di bidang penerimaan ELTH
sebelumnya leesenlralisasi baik secara administrasi don pemaniaatannya
diatur atau dilakukan oleh pemerintal pusac Disebul dalam *asal 155,
Undang-Undang Nomor 32 Tahien 2004, sebagai berikul.

1. Penyelenggaraan urusan pemerinlahanyangmenjadi kewenangan
daeralt didanai dari dan atas beban anggaran peedapatan dar
hebarya daerah;

2. Penyelelenpgparaan urusan pemerintalan  yang  menjadi
kewenangsn pemerintah di daerah didanar dari dan atas beban
dnpraran pendapatan dan belania nesara;

3. Administrasi pendanaan penyelenpgaraan uresan pemerinlahan
senagaimana dimalswl avat (1] dilakukan secara terpisal dar
administrasi pendanaan penyelenpparaan urusan pemerinlzhan
sebagaimmana dimaksud ayat [2).

Menurut Viln Tanz (1996 : 1), membatas: desentralisasi sehagai
develusi tanggung jawab dan kewenangan fsksl dari pemerintah
pusal kepada pemerintab daerzh, Ssdanglan Robert Ehel (2000
1-53] memperjelas batasan yang disampailcan Tanzi hahwa devolusi
tangpung jawab dan kewcnangan fskal lersebut didasarkan pada
eimpat pilar: (1] Penugasan pengeluaran; (2] Penogasan penerimaan:
(2] Transler antarpemerintab; (4] Urang/pinjaman daerah. Salah satu
trakng dari desentralisast fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di
bicang kevangan (zebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daeral
tertpakan sualu proses untek mengintensithan peracan dan sekalious
pemberdayaan daerah dalam pembangunan daerah. Artings, daerah-
daerah karus mampn hertindak lolal namun berwawasan nasional,

Memurul pengertian Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangar Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintab
Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan
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memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan dacrh, Kenangan
rreenurit Savapih (2003 : 83) hahwa:

“Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari

tingkal pemerintahan vang lebih tinggi kepada pemerintahan vangs

lebih rendah untub: mendukung tungsi atan tugas pemerintahan
dan pelayanan publik sesuai dengan banyakoyva kewenangan bidang
pemerintahan yang dilimpahkan.”

Keadaan demikian akan rtercapai apabila pemerintahan dacrah
memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Pengolaban
keuangan daerah harus dipercavakan kepada stal yang memiliki
inrtegritas dan kejujuran yang tingg, sehingga kescmpalan uniuk karnpsi
dapat dimimimallan {Mardiasmao, 2002 : 34).

Menurut pengertian Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 terselbut
[*erimbangan Kenangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah mencakop
pembagian keuangan antara pemcrmtab pusal dan pemerintahan
daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan
memperhatikan potensi, kondis, dan kebutuban daerah.

Menwrul Djaenuri (2000 : 147 kebijakan desentralisasi fiskal yaitu;

“[1) centrafization of fiscal power, di mana pemerinlah pusat sanpat
dominan dalam mencntukan atau mengambil putasan berkenaan
denpan pengeluaran, pendapatan, pinjaman dan pengelolaan asser
davrah. (2] decentralization af fixcel power, di mana pemerintah
pusat dalam hal ini melimpahkan kewenangan vang lehih hesar
kepada  dacrah untul membuat keldjakan dalam pengelolaan
lewangan dacrah berlenaan dengan penpeluaran, pendapatan,
pinjaman dan penpelolagan aset (manajemen kekayaan daerah}”

Menurut Sidik (2002 : 4], mengemukakan pendapat lain vaitu:

“Nesentralisasi fiskal merupak salah satu komponen utama dari
desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksonalian fungsinya
secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan putusan
penyediaon pelayanan di sektor publik, maka mereka karus didukung
sumber-sumber keunangan yang memadal, baik vang berasal dari
pendapatan asli daerah {PAD) termasul surchorge of tuxes, bagi hasil
pajak dan bukan pajak, pinjoman, maupun subsidifbantoan dan
pemerintah pusat.”
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Dhenpan demikian, sesuai dengan definisi dan faktor tersebul i atas
hahwa upaya pengembangan implementasi kebijakan desentralisasi
fislkal di Lingkat provinsi seperti vang terjadi di Provinsi Sumastera
silatan sebagai alternatif diimplikasikan dari batasan pemdekatan teori
wvang diharapkar dapat ditarik simpulan untuk mencapal efeltivitas
pemerintatian dan perwnjudan hakekat demokrasi masyarakat di dacrah,
Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, twlspi juga
tnemberikan kantribusi bapi demokrasi dan inteprasi nasional (Seith,
1985 : 19-37). 44+
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BAB IV

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH

Secara eoeetis, dalam konteks nepara kesatuan dikensl ada dua cara
dalam menghubungkan pemerineah pusat dan daerah, yaing sentralisasi
dandesentralizasi Dalam cara pertama, sentrabisas di mana segala urusan,
Lugas, Fungsi, dan wowenang penyelenpgaraan pemarintabian heradi
dalam penggaman pemerintah pusat yung pelaksanaannya dilakukan
sevara dekonsentrasi, Cara kedua, lawannya adalah desentralisasi di
WIAnE SeMUE ursan, fugas, dan woewenang pelaksanaan pemerintahan
tlizerahkan sepenuhnya kepada davrah.

Dasar hakum  hubungan pemerintah pusat dan daerab secara
kanstitusional diatur dalam pasal 18A Ayal {2) perubahan kedua U0
15944h, menyatakan:

"Hubungan keyangan, pelayvanan omum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusal dan
pemerintab daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
bercasarkan unilang-undang.”

{Meh karena perebahan kedua UUD 1945 ini dilalakan pada Sidang
Tahunan MPR, 7 — 16 Apustus 2000, maka Undang-Umdang Nomor 232
Tahun 194949 dan Undang-Umlang Nomeor 25 Tahun 19949 dibuat belum
berdasarkan Pasal 104 Ayat (2] perubalan kedua UL 1945 temsebut,
Keherlzkuan kedua undang-undang ini setelsh perubaban kedua LU
1945 adalah berdasarkan Pasal 1 Aturan Peraliban Perubahan Keempat
LU T'¥5 yvang menvalakan: "segala peraturan perundong undangan
yang ada masih berfaku selama belum diadakan yang baru menuargt
Unielanp-lUndang Dasar m”

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 mengatur dua faktar
hubungan keuanpan, vakni hubungan kenangan antara pusat dan daerah
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dan huhungan antarpemerintab daerab. Hubungan keuangan anbard
pusat dan daerab terdiri atas tiga cara:

Pertama, pemberian sumber-sumber keoangan antul menveleng-
parakan urusan pemerintahan yang menjodi kewenangan pemerin-
tahan daerah; Kedwa, penpalokasian dana perimbangan kepada
pemerintah daerah; Ketiga, pemberian pinjaman dan alau hibah
kepada pemerinlah dacrah,

PPola hubungan pemerintah pusat dan daerah secara konstitusional

diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, Wamun, fika kita kaitkan dengan
leonsep sentralisasi dan desentralisasi, dalam sualu sistem pemerintalian
yanz bertingkat seringkali muncul  pembagian kewenangan yang
bersifit paradoks, misalnya dalam pelaksanaan otonoml dacrah, Untuk
memahami  perbandingan antara  sistem  pemerintshan sentralistes
dengan desentralistis dapat disimak dalam tabel 2.1,

TABEL 3
Perbandingan Sistem Pemerintahan Sentralistis dan Dasentralistis

Sentralislis DEScntralisns

Sehapgian  besar  kebijakan Ada  kewenangan yang luas

ditentukan  oleh  pusat, bagi dasrah.

kewenanpan daerah terbatas: | o gppearan. ada keseimbangan
e Apggaran, mayoritas sumber fizkal pusat-daetah.

penerimaan  dan alokasi |y Ada keleluasan daerah dalam

pengeluaran dikuasai pusat. mermsinfaatkan  transfer dari
¢+ HKelelussan  deerab dalam pusat [(bock  wnconditional

menppunalan  transfer  dari agranes]

pusal  terbatas  [spocificd Alasan

conditional grant)

efisierst, alountabalilas,

Alasan; randgeability, otonomi,

skala elanomis, efisiensi,
faham sosialis.

Sumber: Byman (1539% ; B33): Shah (195940 | 6] Bird & Yaillancourt {2000 @ 3.
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Menurut Davey (1988 :179) halwa:

Mubungan keuanpan antara pusat dan dacrah adalah menvangkut
pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Jocgiatar
tertent antara lnplat-tingkat pemerintab dan pembapian sumber
penerimaan unluk menutup pengeluaran akibat keplalan-kegiatan
s

Tujuan utama dari hubungan antara pusat dan daerah menurut Davey
di atas adalah mencapal peritobangan antars berhagai pembagian, Di
samping it agar antara potens dan sumber daya masing-masing dacrah
dapat sesual Berkaitan dengan pendapar Davey di atas, maka inlisari dari
hubungan Pusat dan dacrah adalah menyanglkut pembagian lelinasaan:
Unsur yang sanpal penling dalam menjalankan lekuasaan yanp berkaitan
cengan hubungan tersebut adalabh mengenai hak mengambil putusan
mengenai anggaran pemerintah, termasukali datamnya adalah bagaimana
memperolel dan membelarjakannys. Dengan alasan italal, maka Davey
(Y88 ¢ 179) berpendapat babiwa huhungan kenangan antara pusal
idan daerah mencerminkan tujuan politik yang mendasar sekall, karcena
perannya dalam menentulan babot kekuasaan yang dijalankan Pemda
dalam suatu sistein pemerintaban.

Hubungan tersebut menurut Davey [1988 : 179}, hamus serasi
[harmonis] dengan peranan yang dimainkan Pemda bersanpghutan.
Hal yang penting guna mencntukan kekuatan bobot keuangan Pemda
menurut Davey (1980 0 254] adalah perpaduan antara alokasi tangpung
javeah dengan sumber-sumber dana i setiap tingkat pemetintahan
daerah. Dleh karena itw, hubungan levangan antara pusat dan dacrah
tidak terlepas dari empat tujuan:

Pertanma, suatu pembagian kekuvassan yang rasional di antara
herhagaitingkatpemerintaban dalammemungur dan membelanjakan
sumber dana pemerintah, yaitu suslu pembagian yang sesuai dengan
pola umum desentralisasi; Kedwe, suatu bagian yang memadai
dari sumhber-sumber dana secara kescluruhan untuk membiayai
pelaksanaan Fungsi-Ringsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan
yang diselenggarakan cleh Pemda; Ketigo, pembagian yang adil
antara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-
kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah
itu; Keempat, suatu upaya perpdjakan [tox effort) dalan memungut
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pajak dan retribusi oleh Pemda wang sesual dengan pembagian vang
adil alas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam
masyarakat.

Kedudulan provingi terhadap pemerintah pusat bersifat subordinatif,
Daerah otonom adalah ciptaan pemerintah dan dapat dibapus oleh
pemerintah [{focal government iy creoture of centred government ). Namun,
dilihat dari konsep hubungan kewenangan baik pemerintah pusat dan
provinsi merupakan hubungan vang bersitat resiprokal [tidak bersifat
satu arah) dari atas ke bawah {downword) dan sebaliknya dari bawah ke
alas [upward). Untuk itu diperiukan kesamadan peinahaman antarjajaran
pemerintaban pusat dan daerah. Untul melaksanakan fungsi weeschut
harus didukong sumber-sumber kenangan yang memadal haik yang
berasal dari pendapatan asli dagrah (PAD], dana perimbangan, pinjaman
daerah maupun lain-lain penerimaan vang sah. PAD adalah peneriman
vang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka
diatur sumber-sumber pendapatan dalam wilayahova sendiri yang
dipunput berdasarlan peraturan daerah seseat dengan peraturan
perundang-undangan yang herlaku,

Menurut Susetyo {1992 : 5) hubungan fiskal antara pemerintah
pusat dan daerah tercermin dalam permmbangan Kevangan berupa
sumbangan dan bontuat khusus (grosd tronsfer). Transter ind bisa
dalam bentult bantuan khusas (specific gronet) dan bantuan omum {(lock
groat] sckaligus bertujuan unluk memacy peningkatan kemampuean
daerah talam menpealt potensi sumber kewanpan daerah. Potensi
sumber keuangan daerah yang menjadi wewenangnya masih sangat
kecil dibanding bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Fenomena
ini mendorang timbulnya paradols pengelolaan kenangan daerabh vang
sehenarnya burasal dari dacrah, akan tetapi sebagian hesar tersedat ke
pusal.

Penyelenggaraan pemerintahon dan pelavanan kepada masvarakat
berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan
untuk memungut pajak/retriousi [cox assisgnment), pemberian bagi
hasil penerimaan (revenne sharimg), dan bantuan kevangan (grant) atau
dikenal sebagai dana perimbangan. Di samping itu sistem perimbangan
keuangan yang baik akan dapat dipakai sehagai instrumen antuk
mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah, sehingga kemakmuran
masyarakat secara relatif dapat dicapai pada waktu vang bersamaan.
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Hubunean kewangan antara posal dan dacrah tidak werlepas dari
arah dan kebijakan pubbl dalam penvelenggaran pemerintahan scoard
nasioeal. Artinya, hubungan kenangan antara pusal dan dacrah harus
ditelaah dari proses herjalannya roda pemerintahan pusat maupo
dacrah, Oleh sebab itu, kehijakan moengenal perinbangan gewangan
anbara pusat dan dacrah harus menventuh dua kepentinpgan scekaligos,
yvakni kepenlingan pusat dar kepentingan daerah. Kepentinpgan pusal
menyangkut  NKREL  sedanpkan  Kepentingan  daerab menyangh
kemandivian daerah datam pelaksanaan eloomarm,

Untuk mengelummar teradinga kontlik kepentingan berkailan
dengan hubungan keuangan antara pusal dan dacrab hons ditempuh
Lebbjakan yang sekaligus dapat diterima olvh posat maupun daerah
sendirt, Oleh sebab itg, dolam mengamhbil putusan menpenai kebijakan
huebnagan kenangan antaza pusat dan daerah, maka pemerintah harus
selaly mensikutsertakan semoa daerah dalam peoses  pengambilan
pulusan mengenai kebijakan rersebut.

Kata kuncinys adalah, pemerotab harus memperhatikan segala
masulan dari masyvarakar rerutama davrah dalam setip pengambilan
pulusar yimg dimaksud, Dengan demikian, maka putusan yang timbul
dari setiap proses penpambilan putusan mengenai hubunpan kewangan
antara pusat dan daerab, mueropakan putusan bersama yang harus
dihormati oleh setiap level pemerintahan,

sSeperti yang kb dijciaskan, hubungor keuvangan antara prasat
dan daerah mempuoya persoalan vang kompleks. Persnalan terschut
disehabkan adanva keterbatasan  [scarciny) sumber dana pada
masing-maxing  pemcrintaban, Sebagaimana diketahui hahwa pada
lewel pemeriniahan dacral terdapat keterbatazan mengoendl polemsi
pendapatan daerab pada bampie semuda pemerintahan daerah yang ada
Dlet: sebab itu, kehijakan menpenai hubuogan kewangan antara pusar dan
davrah vang selama ini berlangsung, khususeva mengenai perimbangan
euanpan hampir selalo tidak memuaskan bag: dacrah-daerah yang kaya.

Fersnalan-persoalan mengenai hubungan keudangan anlars pusal
dan daerah, terutama menvanglut perimbangon kenangan vang selama
ini beriangsung dapat dischabilan oleh beberapa hal

FPertoma, perekopnomian  Indonesiz yanp masih dalam transisi dari

krisis shonomi ke tahap pemulihan (economic recovery), Kedug,
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arah kebijakan fiskal atau anggaran dacrah yang dijalankan. Ketiga,
pembagian kekuassan atay wewenang pemerintahan terulama
menyangkut pelayaran punlik {peblic services] antara semuoa level
pemerintahan (Sarapih, 200%: 117).

Puls hubungan yang tercpla dalam rangka mendukung terciptanya

kepemerintahan yang bail sehingga mendorong kemajuan  daerab,
apabila kesenjangan fiskal vertikal dapat diminimalizasi dalam jangha
panjang, maka kanflik kepentingan antaras pusat dan daerah dapat
dikurangi. Dengan dewmildan, kemandirian daerah dapal leowujud melatui
desentralisasi fiskal secara normal dan lanpa gejolak apapun yvang dapat
merugikan masyarakal.

Hestuk mewnjudkan zemandirian daerah dalam pelaksansan atonomi,

ada baiknya rekomendast kebijakan otonumi daerah berdasarkan Tap
MPR Nomor IV/MPR/2000, schagai herikut,

I. Dalam rangka penvelenpgaraan  otonomi  dacrah, masing-
masing dzersh menyusun rencana induk pelaksaraan oomami
daerahnya, dengan mempertimbangkan anlara lain tahap
Lahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagoan, Kapasitas dan
prasarana, surld sistem manajemen anpparan dan manajemen
puiblik;

¢, Bagl dacrah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan
kevangan dilakulkan dengan memperhatikan kemunpkinan untuk
mendzpatkan hagian dari keuntungan badan asaha milik nepara
[RUMN} vang ada di daerah bersanglutan dan bagian dari pajak
penghasilan perusahaan yang beroperasi;

3. Bagi doerah yang kays sumber daya alambva, purimbhangan
kewanpan pusat dan daerah harus memperhasikan rasa keadilan
dan kewajaran, Terhadap dacrah-daerah yanz ketersediaan
sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu menilapatkan
perhatian khusus;

4. Dalam rangka penyelengearaan olonoemi daerah agar dibenluk
tim koordinasi antarinstansi pada masing-masing daerah untuk
menyelesdikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah guna  memperancar
penyelenggaraan otnnami daerab dengan program yvang jelas.

Perbedaan antardaerab baik dari segi elkonomi, geografi, demografi,

potensi sumber daya alam, sumber dava manusia, luas wilayah,
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perbedaan budaya dan sebagainya, merupakan suatu hal yang tidak
rerhindarkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan ini dapat
dikemas menjadi sualu harmoni apabila dikelola dengan baik Perbedaan
ind jupz dapar memunculkan hal-hal yang bdak diingini dan cenderung
hersifat negatif.

Epoizme kedaerahan yang berlebihan akan muncul yang dischabkan
aleh dua hal. Pertama, masyarakar lokal belum sepenuhnya memahami
arti dari desentralisasi Kedua, semakin melebarnya jurang kesenjangan
ekonomi antardaerah. Olef sebab itu, perlu dilakukan untuk memperkecil
kesenjangan ekonomi antardacrah melalui berhagai kebijakan, Salah sato
leonsep kebijaban tersebut adalah DAL vang dimaksudkan sebagai fungsi
pemerdlaan fiskal antardaerah.

Menurut Saragih (2003: 119) cara lain yang harus dilakokan adalah:

Mengkaji ulang kebijakan perpajakan daerah. Cara int sangat
penting bagi selurub daeralh untul mempercepat pembangunan
pada masing-masing daerah. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah
mengembangkan kreativitas masyarakat lokal ontuk memalmai
ovononi guna kepentingan perekonomian daerah.

Namun demikian, lerdapal faklor yang dapat memengaruhi
keberhasilan masyaralat lokal dalam meninglkatkan  kesejahberaan
chkonominya, yakni sumber daya manusia. Oleh sebab it, Faldor sumber
daya manusia perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikembangkan
guna menggerakkan roda perekonomian di daerah. Salah satu cara yang
dapat ditempuh adalah dengan memfokuskan sektor chonomi yang
potensial yang mudah dikembangkan dengan melibatkan secara penuh
parlisipasi masyarakat setempat.

Tujuan dari sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah menurut
Djaenuri [2000 : B-7) adalah :
(1) Distribusi kekuasaan yang rasional di antara herhagai tingkat
pemerintahan dalam pemungutan dan pengeluvaran sumber dana
pemerintahan, menjamin penyerashan kewenangan atos sumber
daya keunangan, konsisten dengan pelimpahan mngpung jowab pada
ummnya, menjamin perangpungjawaban kepada masvarakat; [2)
Sistem terscbut menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber
dayamasyarakal sccara keseluruhan bagi fungsi-fungsi pemerintahan
pelayanan rulin dan pembangunan vang diselenggarakan Pemda.
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[3) Sistem tersebut seharsnya sejauh mungkin mendistribusikan
pengeludaran pemerintah secara merata di antara daerah-tlaerah.
I'ajak dan retribusi vang dikenal oleh Pemda harus sejalan dengan
distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakar”

aujalan dengan pendapat tersebut di atas Davey (1988 : 15)
menpemukakan kerangka hubungan keuangan pusat dan regional adalah
scebagai berikut.

L Sistem  tersebul  scharusnya  memberilan  suatu  distribusi
kekuasaan vang regional di antara berbagai tingkat pemerintahat
mengenai  pemungutan  dan  pengeluaran  sumber  daya
pemerintahan (pehlic resources):
sistent tersebut sebarusnya menyajikan suam bagian yvang
memadai  dari  sumber-sumber daya masyarakat  secara
kescluruban, bagi fungsi-fungsi pemerintaban-pelayanan rutin
dan pembangunan yang diselengparalan oleh pemerinlahan
regional;

3. SHistem tersebut sebharusnva sejoub mungkin mendistribusilan
pengzeluaran pemerintah secara merata di antara daerah-daerah,

[

Hubungon fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah dasrah
otonom dapat dilibat baik dari aspek penerimaan anggarar, maupun
pengeluaran anpgaran. [umlah penerimaan anpgaran dalam daerah
otonom ditentulkan oleh beberapa kombivasi, antara lain kKapasitas
tiskal (fiscal capacity), usaha perpajakan {tax effore), dan seberapa besar
transfier pendanaan sebagai anggaran tambahan.

Menurul Sarundajang (1999 ¢ 86], hobungan kewangan anlara
pemerintah pusat dan daerah antara lain :

1. Pendekatan kapitalisasi  [permodalan), dalam  pendekatan

ini pemerintab dacrah memperolelh modal permoolaan yang

diharapkan untk diinvestasilan memurut cara-cara yvang dapat
moenghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran roting

2. Pendekatan pendapatan, berbeda denpgan pendekatan petta-
ma yang memberikan bantuan awal kepada pemerintah
daerah berupa modal awal, maka pendekatan kedua ind [ebih
mengandalkan perhation pada pemerintah  daerab  dengan
memberikan sejumlah sumber pendapatan vang dipandang
potensial di masing-masing daerah;
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1.

¥

4.

Pemdekatan pengeluaran, denpan pendekatan ini maka peme-
rintah pusat memberilan sejumlah dana pinjaman, bantaan
(sumbangan] atan bagi hasil pungutan kepaida pemerintah
daerah nniuk membiayai pengeluaran lertenlu;

Pendekatan komprebensif, pendekatan ini berusaha mengga-
hungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya.

Menurul pendekatan ini, sumber sumber pendapatan diberilan
(baik pendapatan asli daerah maupun bagian dari perpajakan nasionaal),
dan tangzung jawab juga diberikan kepada pemerintab daerah dengan
memperimbangkan tngkal kemarpuan dan biaya yang ada.

Peranan pemerintah dalam bubungan kenangan pusat dan daerah
menurnt pandangan Devas, e el (1989 : 179-180), adalah :

Peraman pemerintah dacrah sebagai ungkapan dari kemanan dan
identitas masyarakat sctempat, Peralatan keuangan yang dapat
mendukung peranan pemerintah dacrah mencakup:

o,

Permerintah dasrah diberi kekuasaan untuk menghimpun sendis
pajak yang dapat banyak menphasilkan pemasukan dan untuk
menentulan sendiri tarif pajak;

Hagi hasil penerimaan, pajak antara pemerintah pusar dan
daerah.

Bantuan umume dari pemeringah pusat tanpa pengendalian dari
pemerintah pusat alas pengEunaannya.

Petnerintah daerah pada dasarnya adalah lembapga untuk menye-
lenggarakan layanan-layanan tertentu untuk daerah, dan sebagai
alat yang tepat untuk menebus hiaya memberikan layanan yang
semata-mata bermantaat untuk dacrab. Peralatn kenangan yang
tepat adalah peralatan yang tidak menuniul wewenang rersendiri
bagi pemerintah daerah. Peralatan semacam ini mencakup:

i

1.

L.

Wewenang untuk mengenakan pajak atau pungutan tetapi tanpa
hak untul menentikan taril pajalt atau pungutan;

Dantuan untuk layanan atau program tertentu;

Bantuan untuk menyamakan jumlah atau menghmbangi keku-
rangan, berdasarkan perkiraan yang dibnat di pusat bukan
perkiraan kebutuhan setempat, dan berkaitan dengan pengen-
dalian anggaran.”
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Diacnurs (20000 : 11) mengemukakan tiga model hubungan kevangan
pusat dan daerah yait:

1. By percentoge, di mana distribusi penerimaan ke daerah didasarkan
pada persentase tertentu, seperti ditetapkan pada pajak bumni
dat bangunan [PRRB), roprltidicense fee di bidang kehutanan dan
pertambangan, diberikan sebagian hasilnga kepada dagrah dengan
berdasarkan persentase tertentu;

& By arigim, di mana distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada/
menurit asal swmber penerimaan:

3. By jporemula, di mana disteibusi penerimaan kepada daerah
didasarkan pada suam formula tertentu atau mempertimbangkar
faktor tertentu. Misalnya jumlah penduodulk, luas wilayah, panjang
jalan yang harus dipelihara dasrah, Contoh formula sebagai berikul,

a.  30% dari dana tersebut dibagi menurut jumlah pendudulk;

b, Z0% dibagi menuret FIIEE per kepala. di mana daerab dengan
pendapatan por kepala di atas rata-rata mendapat bantuan
alokasi ind;

o 10% dibagi menurut asio antara PAD dengan pengeluaran yang
dibiayai dari dana APBL,

do 20% dialokasikan berdasarkan indeks bioya hidup masing-
masing dacrah. Biaya hidup atas rata-rata mendapat bantuan
alokasi ini.

Hubungan Hskal antarpemerintah provinsi dengan pemerintah
lokal merupakan hubunpan yang kompleks, Biasanva pemerintah
provinsi menggunakan berbagai instrumen tiskal dalam mengatur
hubungan tersebut. Beberapa instrumen fiskal yang biasa digunalkan
adalah pengaruran melalui pajak lokal, pembapian pajak (tex sharing),
bantuan khusus, dan transter horizontal antarpeinerintah lokal sebagai
suaty instrumen pemerataan. Pengalokasion dona dari pemerintah
pusatl dalam pandangan mikro adalah untuk mengimbangi kekurangan
keuangan dacrah, namun dalam pandangan makro adalab untuk memacu
kegiatan sosial chenomi rakyat, merangsang kemauan daerab dalam
mendayvagunakan potensl sumber daya, memperkuat keuangan dacrah,
serta meningkatkan pelayanan masyarakat

Eerdasarkan pendekatan pendapatan, pemerintah pusatmemberikan
sejumlah sumber pendapatan bagi daerah yang dipandang potensial di

36 | Desoeralinaei Peck




masing masingdaerah untukmengelolah sejumlah urusan permerintahan,
Kendala yang dapat muncul dar pelaksanaan penilelatan pendapatan ini
adalah adanya perbuedaan (disparitas) potensi sumber daya {ekonomi) di
masinp-masing dasrah. Sedanglan pendekalan berdasarkan pengeluaran
menegaskan habiwa pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, hantuan
(sumbangan] atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk
muembiayai pengelvaran tertentu. Pendekalan ind memungkinkan adanya
suatu mekanisme agar sejumlah uang cukup Lersedia bagi pemerintah
daerah (baik dari pusat alau daerah) untuk mem perikan pelayanan
sesuai tarpel nasional.

Dalam pendekstan  komprebeasif, sumber  pendapatan, haik
pundapatan asli daerah maupun haghan dari sumber pendapatan
nasivnal seperti pajak, diberilan kepada pereerintah daerah sebanding
dengan tanggung jawab dan wewenang yang dibevikan dan yang porly
diperhatikan dalam konteks huhungan keuangan pusat dan daerah.

Hal yang paling utama adalah, pemuerataon transfer dapat digunakan
unluk merangsang implemetasi perimbangan keuangan pemerintah
pusal dan daerah dibaraplan  dapat menjembatani pemend han
kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, bail
itnplementasi dalam peraturan pelaksanaannya maupun realisasi dari
dana yang di daerah. #itfl
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BAB V
KONSEP KEUANGAN DAERAH

Hevanpan dacrah adalah alat fiskal pemerintah daerah, yang
merupakan bagian integral dari keuanpan negara dalam mengalokasikan
aumber-sumher  ckonomi, memeratakan  hasil pembangunan,  dan
menciptakan stabilitas sosial politik. Peranan levangan daerah makin
penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah
herupa subsidi dan sumbangan tetapi oleh makin komplelsiya masalah
vang dihadapi daerah, Menurut Redjo (1998 : 81), perencanaan i bidang
peningkatan  keuangan dacrah  diterjemabkan sebagai upaya-upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli dacrah sediri [(PADS),
dengan berpedoman pada penpembangan den penggalian sumber-
sumber pemilapatan. Lebih lanjut dikemukakan hahwa pendapatan asli
daerah ity, bersumber pada lima unit sumber pendapatan, yaitu pajak
dacrah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-
dinas, serta penerimaan lain-laia. Dleh karena itu, menwrul Nazara
(1997 : 17] pumerintah daerah menurinkan lima kebijakan pokok di
bidang keuangan yaitu:

1. Kebijakan meningkalkan pendapatan asli daerah; sumber pajak
relrihusi, penerimaan hasil pajak dan bukan pajak subsidi, dan
bantuan BLMIL

2. Kebijakan pengeluaran Pemda diarahkon untuk meningkatkan
perclkonomian rakyat memperluas lapangan kerja, mendoerong
usaha pemerataan seklor swasta, produktivitas, komodit ekspaor
dan pariwisata,

3. Kemampuan organisasi  pemerintah  dacrab,  termasuk
manajemen, struktur, dan perencanaal

4. Peninghatan sistem informasi keuangan dacrah dan pengendalian
pembangunan:

Kehijakan untule mendorong ikut serta swasta dalam pelayanan
masyarakal di dasrah.

o
h
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ITntuk menjalankan itu, kebijakan pemerintah dacrah mengacu pada
dua hal yailu:

1. Memperhatikan paris kebijakan pemerintah pusat, konsekuensi
logis dari peranan pemerintah daerah schagai kepanjangan
tangan pemerintah pusat, dan merupakan wakil pemerintzh
pusat di daerahnya sehingga pemerintsh daerah harus tunduk
dan patuh serta taal kepada pusat.

2. Pemerintah daerall harus memperhalikan aspivasi tersebut
dan harus pula diperbatikan karvena satw fungsi pemerintah
dacrah adalah schagai pemerintah yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur rumal tangganya sendici dalam konteks ini,
pomerintah daerah adalah pihak yang paling mengenal daerah
yaug bersangkutan. Pemerintah dacrah menjadi paling mengerti
keinginan pendudulmya, sumber daya alam, apa yang ada dan
tersedia, dan apa yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya agar memperolch target pendapatan ash
dacerall yvang lehih dipertanggungjawablan, pewyusunannya  perli
mempertiimbangkan berbagai faktor.

Keuangan daerah adalah segala hak dan atau kekavaan daerah yang
dapat dinilai dengan wang. Demikian jupa segala sesuatu yang dapat
dijadikan milik daerah atau menjadi beban daerah yang berhubungan
dengan halt tersebul. Pendapatan daerab dapat berasal dari berbagai
sumnber/jenis, namun  demikian  secara  garis besarmya  dapat
dikelompaoklan ke dalam tujuh sumber peneriman, yaitu:

1. Sisalebih perhitungan anggaran talun yang lalu;

2. Pendapatan asli dacrab (BAD), yang terdici dari; pajak daerah,
retribusi daersh, laba badan wsaha milik daerah [BUMB], dan
penerimaan lain-lain pendapatan;

3. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemeriotah atau
instanst yang lebih tingpi: bagi hasil pajal, bapl hasil bukan pajak,
subsidi daerah elonomi, bantuan pembangunan, penerimaan
lainnya;

4. lain-lain pendapatan yang sah;

5. Pinjaman daerah terdiri dari: pinjaman dari pemerintah pusat,
pinjaman dari lembaga kevangan dalam negeri, pinjaman luar
neger.
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Sumber-sumber  penerimaan  keuangan  daerah  sebapgaimana
disebutkan di atas telabh mengalami perubaban komposisi sumber-
sumber penerimaannya diator menurol Bab [V Pasal 5, Undang-Undang
32 Tahun 2004, bahiwa sumber-sumber penerimaan ¢ pendapatan daeral
terdict dari:

1. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi twerdivi atas
pendapatan dacrah dan pembiayaan,

2. Pendapatan dasrah sebagaimana pada ayat [1] hersumber dari;
a.  Pendapatan asli daerah;
b, Dana perimbangan; dan
. Lain-lain pesdapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimalesud pada ayan (1] bersumber dard:
a.  5isa lebih perhimungan anpggaran daerah;
h. I'enerimaan pinjaman damn;
¢. Danacadangan daerah; dan
ch  Hasil penjualan kekayoan daerah yang dipisahkan,

Perubahan struktur/komposisi sumber pendapatan sebagaimana
dimaksudkan di  atas  diharapkan dapat memacu peningkatan
kemampuan lkevangan daerah  dalam  membiayai urusan mmah
Langganya, sesuai dengan semangat otonomi vany digulirkan pemerintah
saat ini. Pengelolaoan kevangan daerah vang telah ditetapkan tidak akan
hermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Implementasi pengelolaan
kewangan daerah merupakan usaha unluk mewujudkan rencana ke
dalam realita nyata atau berusaha menimbulkan hasil {oirlcome) yane
dapar dinikmatl alebh kelompok sasaran {Joko Widodo, 2001 ; 1 a1}
Implementasi peogelolaan kevangan adalah pelaksanaan proses atau
tahapan-tahapan penpgelolaan keuangan yvang telah ditatapkan (Daniel
A, 1987 : 4).

Pengelalaan  kenangan [ffnanciel management) dalam nrganisasi
pemerintahan  menurnt Roses (1999 : 167) mencakup aktivitas
yang berkaitan dengan planning, budget setting. octivity of budget
implementation, budget manitoring and control, and review,

Roses (1999 ;167 - 171) mengungkapkan indilkator untuk masing-
msing faktor pengelolaan kevangan sebagai berilot.
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[1) Perencanaan (planning) mencakup indikator: penetapan tujuan yang
jelas [setting clear objectives), dan penctapan avget kinerja (setfing
performance targets);

(Z) Penyusunan  anggaran  (budget setting] mencakup  indikator:
a) Persemjuan kebijakan anggaran (agrecing budget policies);
b} Persctujuan  pembagian  pusal-posal  anggaran utama dan
pertangpungjawabannya, #6##
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BAB VI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DESENTRALISASI FISKAL

Dalam studiimplementasi kebijakan publik vanglebih realitas, Abidin
(2004 : 191-197] lebih mengapresiasikan dukungan keberadaan faktor
internal dan eksternal kebijakan proses implemoentasi kebijalan dengan
petnikiran tearetis sehagai berikul

1. Bahwa proses implementasi kebijakan ditentukan oleh du kungan
dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal
meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan
faktor elsternal adalab meliputl kondisi lingluingan dan dukunpan
masyarakal.

Dulungan falilor internal kehijakan secars elaboratt meli i

(1} Subtansi kebijakan, babwwa suatu kebijakan dianggap berkualitas
mampu dilalsanakan, jika memilild substansi:

42

2)

b]

Tujuan, bahwa tujuan vang ingin dicapai atan alasan vang
dipakai untul membuat kehijakan itu dapat dikatakan
baik, jika: (1} Rasional, artinya Lujuan dapat dipahami atau
diterima oleh akal schat; (2) Diinginkan [desirable], artinya
fujuan kehijakan ite memenuli kepenlingan orang banyak
atau dapal memenuhi kepentingan masyaralat.

Asumsi, bahwa asumsiyang dipakai dalam proses perutmusan
kebijakan it realistis atau tidak mengada-ada.

Informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap
dan henar atau tidak kadaluarsa [out of dute). Kebijakan
yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah
ticlak tepal.

{2) Sumber daya, yailu meliputi:

a)

Sumber daya aparalur, yaitu dukungan aparal pelaksana
kebijakan;
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b] Anggaran, yaitu dukungan bizya bagi pelaksanaan kebijalan;
¢) Sarana,yaita dukunganperalatan bagi pelalsanaan kehijakan,
3. Dububgan faktor chsternal kebijakan secara elaboratif meli puti:

(1) Kondisi lingkungan kebijalkan, vaitu menyanglul kondisi sosial
politik dan ekonomi.

(2] Dukungan masvarakat, yaitw dukungan masyarakal sebiga

saxaran [oofek} kebijakan yanp diimpletmentasikan.

Konsep  implementasi  kebijakan  terschut nampaknya  lehih
komprehensif, karena mengemukakan falibor-fakoor signifikan  yang
menentukan clektivitns implementasi suaty kebijakan, yaitu faktor
intermal kebijalean yang menyanghut aspek kualitatif {substantif) dan
aspek manajerial suatu kebijakan sera faktor vksternal lehijakan yang
menyangkut realitas dampak kondisi sosial, clkonomi, dan politik serta
penguaran dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakal sebagai
stokeholders ulama dalam implementasi kebijakan desentralisasi Fislal
(sasaran kebiiakan desentralisasi fiskal). Sedangkan Tmplemenbasi
kebijakan menurut |ones berlumpn  pada berfungsingm  Organisasi,
interprestasi yang tepat terbadap kebijakan, dan aplikasi vang konsisten
dalam rangka mencapai Lujuan. Pendapat Jones tersebut sejalan dengan
pendapal para ahli antara lain Bardach {1991 3}, Mazmanian dan
sabaticr (1983 : 61, serta Meter dan Van Horn [1475] yang pada intinya
menekankan babwa implementasi kebifakan menyangknt riga hal, yaitu:
1] adanya lujuan atau sasaran lkebijakan; 2) adanya aktivitas atau
kegiatan pencapaian twjuan; dan 3) adanya hasil kegiatan,

Fesuai dengan landasan teori di aros, maka untulk menjawah
pertanyaan penelitian herkaivan dengan desentralisasi fiskal dapat
diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di hidang penerimaan
yang schelumnya tersentralisasi baik sccara administrasi dan
pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan
terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumher
penerimaan pepara kepada pemerintaban di daerah, dibarapkan daerah
alan dapat melaksanakan tugas-tugas ruting, pelayanan publik dan
meningkatkan investasi vang produktil (capitai investment). Oleh karena
itu, salah salu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian
atonomi dalam Jaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitn untulk
mewujudkan ketahanan fskal yang berkelanjutan (fisca! sustainobility)
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dan memboerikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakal,
makadengan kehijakandesentralisasifiskaldibarapkanakanmenciptakan
pemerataan kemampuan kevangan antardagrah yang sepadan dengan
besarnya kewenangan urnsan pemerintahan vang diserahkan kepada
daerah otonom.

Menurut Saefullab (2007 : 41) perspektif manajemen sumber daya
manusia dalam era desenlralisasi menyalakan: Kebijalkan publik adalah
kewenangan vang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah yang harus
memberikan pelayanan lkepada masyaralkat. Pelayanan vang diberilan
pleh masing-masing lembapa bergantung pada kedudukan lembapa
yvang bersanglutan, Lembaga ekonomi hams memberikan pelayanan
elonomi yang diperlukan. Dalam pengertian lain, kebijakan publik harus
berorientasi pada kepentingan publik, baik yanp berupa lepentingan
elionemi maupun kepentingan sosial,

Desentralisasi  fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam
memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya
transfor dana ke dacrah akan mendorong aktivitas perekonomian
masvarakat di daerah, agar manfaat yang dibasilkan dapat dinikmati oleh
rabfvat di daerah yang bersanglutan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah
secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerimah pusat
dengan cara sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan
asli dagrah seperti pajalk, retribusi, dan schagainya.

Pengelolaan keuangan negara {pusat dan daerah] pada prinsipnya
metupakan  suatu  siklus kegiatan  vane  meliputi | perencanaan
[penyvusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan
pendek), pengangearan (pemyusunan dan pengesahan APBN/AFPRIY),
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APED (budget execution
and accountabilit), dan pemeriksaan laporan keuangan audit [Republik
Indonesia, 2005; V- 85 - B8).

Penyelenggaraan  kevangan negara  diatur  dengan  Undang-
[Indang Momor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara. Berkaitan
dengan pemerintahan daerah undang-undang ini mengatir antara
lain : (a) penyusunan dan penetapan APBMN; (b} hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serla
pemerintah/ lembaga asing; {c] pelakszanaan APRI; [d} ketentuan pidana,
sanksi administratif, dan ganti rugi.
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APEDY adalah rencana kevangan tahun pemerintab daerah yang
itetapkan dengan peraturan daerash. Sebagai instrumen lkebijakan
ekonomi, anpgaran herfungsi untuk mewnjudkan pertumbuhan dan
stabililas perekonomian serto pemerataan pendapatan Jdalam rangka
mencapai tujuan bernezgara, Dalam upaya untuk melorskan kembali
tujuan dan fngsi anggaran terscbut, belanja daerash dirinei sampai
dengan unit organisasi, lungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Dalam upaya memperbaild proses penganggaran di sektor publik,
telzh dilakukan reformasi penganggaran daerah merupakan bagian yang
sanpat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal di Indonesia di samping reformasi akuntansi kewanpan,
pembenaban aluntansi kewangan daerah, dan manajemen levangan
daerah. Dilakukannya reformasi ini dalam rangka memenuhi twntutan
dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah dosrab
atas pengelolaan kevangan publik yanp selama era sebelumnya tidak
mendapat perhatian secara sunggub-sungguh. Bahkan dalam beberapa
hal rerjadi penyimpangan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannys
sehingza muncul adalah fenomena sentralisasi kekuasaan dan herbagai
kebocoran dalam mengelola kevangan dasrah.

Dikeloarkannya Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 dan Undang
Momor itahun2 004 telahmelahirkan paradigmabarudalam pengelolaan
kevangan dan angearan daerah. Paradipma harn yang lahir darl kedua
undang-undang tersebut aotara lhin mensyaratkan  dilakukanny
pengelolaan keuangan dan anpgaran daerah yang herorientasi pada
kepentingan publik [public oriented]. Konsckueensinyz pemerintah dacrah
dituntut untuk dapat membuat laporan kevangan dan menvampailan
informasi kenangan tersebut secara transparan dan akuntabel kepada
publik, Dengan bahasa sederhana, masyarakat dapat dengan mudah
memperoleh informasi, misaloya mengenai laporan keuangan denpan
biaya yang murah, mudah, dan kualitas vang haik {reliable), Pada masa
lalu ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 herlakn, banyak keitik
vang muncul antara lain pemeriotah pusat dinilai terlalu dominan
terhadap daerah dalam segala aspek [sentralisasi). Pola pendekatan yang
sentralistis dan seragam yang dikembangkan pemerintmh pusat secara
sistematis telah mematikan inisiatif dan kreativitas, karena pemerintah
daerah kurang diberi keleluasaan [local discreation) untuk meneniukan
kebijakan daerahnya sendiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan
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dan angparan daerahnya, Pemberian otonomi ternyara bdak disertad
dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya
manusia yang profesional, dan pembiavaan yvang cukup adil. Akibatnya
vang terjadi hukannya teecipta kemandirian daerah, alian wetapl justru
ketergantunpan daerab yang kronis dan takut terhadap pemeriniah
pusal.

Implikasi vang sanpatl mendasar dengan dikeluarkannya kedua
Undang-lUndang Nomoer 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 adalah mendesak
dilakukannya reformasi seklor publik dan diterapkannya paradigina bary,
misalnya dalam penpelolaan keuangan dan anpgaran dacrah, Reformasi
yang sifamya kelembagaan jugs diintredusir oleh kedua undang-
undang tersebul. Kedudulan DPRD yang sejajar dengan kepala daerah
merupakan reformasi kelembagaan yang sangat mendasar dibandinglan
sebelumnya kelika Undang-Undang Nowmor & Tahun 1974 masih herlaku,
di mana kededukan DPRD seperti tersubordinasi oleh kepala daerah.
Selkarang ini DPRD adalsh mitea kepala daerah dalam melaksanakar
otonomi dagrat.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1974, proses
mekonisme pelaksanaan dan pertanggungiawaban anggaran daerab
menurul  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 adalah udak
diperinkannya lagi pengesaban dari Menteri Dalam Negeri  untuk
APED provinsi dan pengesahan pubernur untule APBD kabupaten fkata,
melainkan cukup penpesaban dari DPRONnelalui peraturan daeral. Halind
menunjultdan betapa kuat dan strategisnya kedudukan DPPRID di hadagan
kepala daerah. Eepala dacrah dituntut untuk memperhatikan aspirasi
angpota dewan, yang nokabene secara yuridis adalah wakil masyarakat
daerah dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasinya. Hal lain yang
menarik dari [Indang-Undang Momor 32 Tahun 2004 dibandingkan
dongan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah pemisahan yang
jelas antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif, Dengan ferpisahnya
kedna fungsi terschut maka pihak eksekunif [pemcerintah daerah) lebih
berperan sebagai pihak yang mengajukan anggaran, dan legislatif{DPRD]
lebih berfungsi sebagai pihak yang menyetujui atau menolak (walau juga
dapat menentukan} angparan yang diajukan pihak ekselulil

Menurut Mardiasimo (2002 : 131 - 132], perbedaan pengelolaan
kevangan daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999
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dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah verdivi dar
midsalah pembiayaan dan anpgaran dagrah, Pembiayaan kenangan daerah
berdazarkan Uodang Undang Nomor 5 Tabun 1974 didukung oleh PAD
yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan sumbangan dan
banltuan pemerintah posal yang muerupakan sehagian besar dan 1oral
APEDL Sementara itn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20041 mengatur
tentang pembiayaan, penyelengparaan Lupgas pemerintsh daerah dan
DPRD dzlam pelaksanaan asas desentralisasi yang dibiayai oleh APDD
dengan menermplan bga pendelalan, yailo:

1. Penpanggardn dengan Kerangka Pengeluaran fangka Moenenpab

[KI'M].
Pendelatan i dikenal jupa dengan feedime fevm expendilure
Sramework (MTEF), di mana dituntut untuk menyusun rencana
anggaran untik dua tabun berturit-turut, yaitu tahon angsaran
yang hersanplkutan dan tahun berikoinya.

4. l"enganggaran Terpadu [ Unified Budgeting)

Peodelatan i memakisa instansi pemerintabh untuk memandang
perencanaan dan  penganpparan secarm uiuh o oagar  dapat
menjalankannya. Pendekatan ini menyatukon  penyusunan
anpparan bailk untuk yang sifatonya mengikal (dulo yang dikenal
dengan istilah angezaran rutin] manpun angearan vang tidal
mengikal (dulu dikenal dengan istilah anggaran pembangunan)
yang sehelumnya dilakukan secara terpisah fungsinya secara
aik clan benar,

3. Penpganggaron Berbasis Kinerja {Performance Based Budgeting)
Pendelmtan m o menyatalan babwa besarnya alokasi angparan
didasarkan alas Larpel prestast kerja yang diusolkan oleh
instansi pengusul. Ukuran kinerja untoulk program adalah manfaat
(ourcame], sedangkan kegiatan adalah keluaran {ourput].

Adapun sumber-sumher pendapatan dasmh menort Undang-
Undang Nomom 32 Tahun 2004 terdiri dari, TAD, dana perimbangan,
pitarman dacrah dan lain-lain pendapatan daervah yane sah. Dari sisi
anpparan (hodgeting reform), jupga terjadi pergeseran yang  cukup
mendasan Aspek utama budgeting reform yang terjadi akibat terbitny
Undang:Undang Mamaor 32 dan Nemaor 33 Tabuon 2004 adalab perubahan
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dari traditione hedget ke performance budger, Secara treorelis konsep
traditionol budget merupakan metnde PenyusunRAD ANgEHaeEn Yang hanya
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran lahun sehelumnya,
Konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran har.
Akibat kehuluban riil dan kepentingan masyaralkat seringhali rerabaikan
alau bertentangan secara diamental. Dengan alasan sepertiitu menjadikan
APRD terlalu berat menahan arahan, batasan, serta pricntasi subordinasi
kepentingan atasan alau elite politik tertentis (vested inlerest),

Proses perencanasn APBD menekankan pentingnya pesdelkatan
hottarn wp ploreing yaitm kepentingan masyarakat daerah, meskipun
harus tetap menpacy pada araban kebijakan pembanguran pemerintal
pusat. Sebagaimana yang dinvatakan Mardiasme (2002 : 28, 39,
121] bahwa anggaran sekror publil penting larena beberapa alasan,
yaity anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintaii untuk
mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Anggaran diperiulan
karens adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terhatas.
Anggaran diperiukan karena adanya masalah keterbatasan sutnber daya
(scarcityafresources], pilihan (choice], dan trade nffe Angrarandiperlulkan
untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggueg jawab Lerbadap
rakyat, Dalam hal ini anggaran publik merupalan insrimen petalsanaan
akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Ketentuan mengenal pengelolaan kevangan negara dalam rangka
pelaksanaan APBD ditctapkan tersendiri dalam undanp-undang yang
mengatur perbendaharaan negara mengingat lebit: banyak menyanghkut
hubungan administratif antara pemerintahnegara Jlembagadilinglkungan
pemerintah. Dalam rangka meninglatkan implementasi  kebijakan
desentralisasi fiskal berdasarkan prinsip ransparansi dan akuntabilitas,
diperlukan adanya dukungan sistem informasi tujuan untuk merwmuskan
kebijakan dan pengendalian  fiskal nasional, menyajikan intormasi
vang dikelola dalam STED bersumbuer dari data yang disampaikan oleh
daerah kepada pemerintah pusat. Guna mendorong agar pelaksanaan
SIKD dapat merjalan dengan baik, Menteri Reuangan dapat memberikan
sanksi apabila daerah lalal dalam menyampaikan data keuanpan daerah
mereka. Proses kegiatan ini disertai dengan tindalan-rindakan yang
bersifat alokatif, vaitu tindakan yang menggunalan masulkan sumber
daya yang berupa uang, waktu persancl, dan alat Selanjutnya tindakan
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implemetasi kebijakan dapal pula dibedakan kedalam policy inpuls dan
policy process [Dunn, 1994 : 338). Policy inputs berupa masukan sumber
daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratit,
organisasional, yang membentuk transformast masukan ke dalam hasil-
hasil {outputs) dan dampal {fmpact) kebijakat.

Dengan bertitik telak dari uraian di atas, dapat dikemukakan babiwa
fungsi dan tujuan implemenLasi ialah untuk membentuk suatu hubungan
yang memungkinkan tujnan-tujuan ataupun sasaran sasaran kebijakan
publik (politik] dapat diwojudkan sebagal outcome (hasil akhir) dari
kegiatan yang dilakukan olely pemerintah. Implementasi dapat disebut
sebagai policy delivery system. Maksudnya, sehagai suatu  sistem
penyampaian/pencrusan kebijakan, Schagai suaty sistemn, implementasi
terdiri dari unsur-unsur dan kepiatan-kegiatan yanp terarah menuju
lercapainya wjuan lujuan  dan sasaran-sasaran vang  dikehendaki.
Berkaitan denpgan desentralisasi finansial atau disebut juga schagai
desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stahilisasi,
hertujuan untul mengatr dan mengurus perekonomian daerah dalam
rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional [Suyono,
2003: 12}, Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tangpung jawab
pemerintah pusat. Kamun untuk menuju kepada sistem pemerintahan
yang lebih efektif dan clisien, sebagian besar wewenang dan tanggung
jawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah
daeraly, di inana tetap ada sebagian wewenang dan ogpung jawab VAN
masih dikendalikan pemerintah pusar, contshnys seperti kebijakan vang
mengatur variabel ckonnmi makro.

Otnwmi atau desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek
yang sangat penting dari otonomi dacrah secara keseluruhan, Hal ini
disebabkan larcna pengertian otonomi fiskal daeraly, menpgambaran
kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asti
dacrah, seperti pajak dacrah, retribusi, dan lain-lain. Sedanglan Oates
{1972 : 120) mengemukakan beberapa alasan vang menjadi dasar
pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat dikemukakan scbagai berikut.

1. Sebunahnegaradenganwilayah vangluastidakomungkin melakukan
scgala sesuaty secara sentralistis, Sepert dikemukakan, hal ity
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dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan antardaerah.
Daerah yang dekat dengan pusat, hal ini hisa dibuktikan sccara
historis, akan mendapat perhatian lebib ketimbang daerah vang
jauh dari pusat pembuat kebijakan.

2 Kebutuhan daeral lebih dikenal dan diketahui oleh orang
vang tinggal di Jdacrabnya, bukan oleh mereka yang tinggal
dl pusat keluasaan yang sentralistis, Artinga, mereka yang
dekat denpan masyvarakat lokal dipastikan lebih mengetahui
masalah dan keburuhan. Pemerintah lekallah yang memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakar. Utaritas pusat hanya
perlu menyelaraskan kebutnhan-kebutuhan daersh it dengan
kebutuhan daerah di sekitarnya, terutama, dalam penggunaan
sumber daya vany seringkali bersifat trans-bowadary.

3. Sentralisme yang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan
menimbulkan dorongan pemisahan diri dari negara nasional.
Desenrarlisasi Niskal dan otonomi pada nmumaoya bisa menjadi
kunci penyelesaian masalah politik ini.

4 Analisis manfaat dan biaya (cost and besefits). Banyak temuan
analisis manfaal dan bizya menduleng kebijakan desentralisasi
fiskal ini, semakin discralikan kepada daerah untuk urusan-
urpsan tertenty, bizganya bisa ditekan dan manfaat ditinghatkarn.

Ulfa (2001 : 35) mengemukakan Liga dasar utama pentingnya alolkasi

fungsional fiskal antarjenjang pemerintahan, yakni:
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Pertamg, karena preferensi atas barang publik  bervariasi
antarindividu,  descniaralisasi memungkinkan  penyesuaian
alttivitas berbagai jenjang pemerintahan ke arah yang lebib
mendekati preferensi masyarakat., Setiap jenjang pemerintaban
dapat  melaksanakan  penyesuaian-penyesualoan  aklivitas
yang diperlukan oleh masyarakat dalam linglungan terschul,
Dengan demikian desentralisasi akan semakin hermanfaatr bila
terdapal keanekarapaman tingkar preferensi yang semaldn finggi
antarwilayah-wilayah yang berbeda.

Kedua, desontralisasi membuka peluang pengambilan putusan
bersama [collective decision matking) bertambah efektif, Jumlah prang
yang terlibat lebih kecil, penpetahuan tentang costs dan henefity akan
lebih besar, Kontrol vang lehih lanpgsung dapat dilalisanakan atas
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perilakupelayanan pemerintah. Ketiga, peluang untuk penpembangan

dan inovasi lebib besar

Wilayah pemerintaban  yang  berbeda-beda  akan  mencoba
pendekatan pemecahan masalab yang berbeda. Hakekat desentralisasi
adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia vang mandivi,
vang memberikan leleluasan hagi terkuaknya potensi-potensi terbaik
vang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat dacrah. Dengan
demikian schuab nepara nasional memiliki kekavaan cara ilalam
penyelesaian satu masalah, adopsi telnik dari salw daersh ke daerah
lain dan ada tekanan persaingan demi mencapai efisiensi yang lebih
haik. 1}engan kata lain, desentralisasi memberi peluang persaingan sehat
antardasrah.

Ulfa {2001 : 37), kemudian mempertegas manfaat yang paling
penting  dari desentralisasi adalah  pemerintab  lebhih  mendekati
masyarakat. Pelayanan pemerintah akan lebih baik, akuntahilitas pejabat
lehih dijamin, kesediaon masyarakat untuk membayar lebih tinggi
untuk pelayanan-pelayanan yang disediakan dan pembangunan bersifat
“ilari bawah", Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas pembangunan dan penyediaan pelayanan
umumn  karena semakin dekamya masyarakat dengan pemeringah,
sehinggs mampu mengakomodasi kondisi masyarakal dan wilayah
yvang heterogen. 1M samping itu melalui kebijakan desentralisasi ind
jupa diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersil dan
bertangpung jawab (good governmenit], meningkatkan transparansi dan
alientabilitas pemerintahan, dan peningkatan efeklivitas dan efesiensi
pemerintahn [Bird, 2003; Sidik, 2002; Babl dan McMullen, 20007, Dengan
demikian desentralisasi merupakan alatuntuk mencapai salzh sam tujuan
bernegara, Lerutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
menciptakan proses pengambilan putusan vang lebih demokratis.,

Kompanen kunci dan utama dalam leebijakan desentralisasi adalah
desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang
pengelolaan kevangan  daerah  menjadi  lebih  besar Pengertian
dezentralisasi fiskal adalah pelimpaban kewenangan kepada daerah
untuk menggali dan menggunakan sendiri sumhber-sumhber penerimaan
daerah sesuai dengan potensinya masing-masing [Sidik, 2002: ix; Rird
dan Vaillancourt, 2000 : 4). Khusus berkaitan dengan desentralisasi
fiskal, banyak pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk
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perbaikon efesiensi elonomi, efesiensi biava, perbaikan akuntabilitas,
dan peningkatan mobililas dana (Bind & Vaillancourt, 2000 : 56].
Sedangkan menurut Kadjatmiko {2002 : 13), kebijakan desentralisasi
fiskal di Indonesia dilakukan dengan tujuan berikul.

1. Menjapa kesinambungan kehijaksanaan fslal dalam Kontebs
kehijaksanaan elonomi makro;

2. Mengoreksi vertical imbalance, vaitu memperkecil ketimpangan
vang terjadi antora keoangon pemerintab pusat dan kewanzan
dacralh yvang dilakulian dengan memperbesar faxing power
daerah;

3. Menporeksi horfeontelimbrlonce vaitu ketimpangan antardaerah
dalam kemampuan keuangannya;

4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan elisienst dalam
rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah;

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

6. Meninpgkatkan partisipasi masyarakat dalam  pengamhbilan

putusan di sektor publik.

Meskipun dari sudut pandang manajemen, efcktivitas dan elisicns
desentralisasi dinilai akan menciptakan sistem pemerintaban dan
berpeleang meningkatkan pemerataan pembangunan dibandinglan
denpan sistern pemerintahan vang sentralistis, namun tidak ada yang
menjarmin bahwa desentralisasi akan bisa berjalan dengan baik, yang
disehablan: {1} penpgendalian makro clonomi, sepert  instrumen-
instrurmen fiskal ukama: pajal, penpeluaran pemerintah, dan pinjaman
vang seharusnya dikendalikan oleh pusat; (2} teclait denpgan arah
irwestash dalam prasarana soslal. Jlka kewenangan fiskal sepennhnya
discrahlsan kepada daeralh, investasi akan cenderung diprioritaskan pada
provek-provelt yang memillki manfaat dalam sekala lokal saja, sehingga
investasi vang sifatmya lebih tuas (lintas daerah ) masih memerhikan dana
tambahan dari pemerintabh pusat. (Bahl dan Mcbiullen, 2000; 15].

Unluk tercapaioyva efisinsd lenangan daerah diperlukan efisiensi
kevia sama. Efislensi kerja sama dacrah akan tevcapaid, apabila pengelo-
laan yanpg dilalukan tmelibatkan tiga asas faktor yang saling saling
berhubungan menjadi suatu putusan vang tidalk terpisahlan sebapai alat
ukur {indikator] pelaksanaan kerja sama daerah, sebagai berilut,
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1. Prinsip batas kewenangan: telah terbit Peraturan Pemerintah
Namor 38 Tahun 2007 tentang Pembagtan Urusan Pemerintahan
Antara Pemerntah, Pemerinkah  Provinsi, dap Pemerintah
Kabupaten/HKota, wvang berhubungan dengan kewenangan
pemerintah pusal dan dacrah, selanjumya dapat digunakan
sebapai payung hukum pembapian kerja antarketiga tingkat
pemerintah [pusat, provins, serta kabupaten fota).

2. Prinsip batas togay pokok dan funpsi (Tupolsi); telal techit
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yvang memberikan implikasi bagi pemerintahan
dacrah untuk menyusun S0TK baru yang disesuaikan dengan
kebuluhan dengan berpedoman pada prinsipmiskin sorukour kava
fungsi, sekaligus meletaldan pondasi awal ke arah pengurangan
daya tarik birokrasi schagai lapanpgan kerfa, dan mendotong
sektor swasta [privite] sebapai lapangan kerja dengan simbol
status vang lebih menjanjikan [prestize).

3. Pengelolaan keuangan daerah; untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 155 Peraturan Pemervintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengeleolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Megeri
menerfbyitkan  Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Meuangan Dacrah.
Namun sejauh ini, prraturan menter tersebul belum berjalan
efeltif, sehubungan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 temtang Pembagian Ursan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Provins, dan Pemerinlah Rabupaten/
Kota, dan Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Orzaniszasi Peranpkal Dacrah. Oleh karena i Menteri Dalam
Megeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Megeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kenangan Daerah.

Melihat peraturan di atas, hasil penelitian di Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan mampu mengoptimalkan kerja sama daerah dengan
mempertegas tapal batas kewenangan antartingkat pemerintahan,
gehingga mampu mencegah tleradingg benluran kepentingan  dan
duplikasi program atan kegiatan pembangunan daerah. Pemberian
wewenang kepada daerah yang lebih luas dalam pemungutan pajak dan
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retribusi dapat berakibat pada penurunan investasi dan usaha malao
maupun regional, karepa ini berpotensi melshirkan ekonomi biava
tinggi. Pada sisi lain, desentralisasi juga memunculkan potensi terjadi
kenilik kepentingan antara daerah dan nasional. Penyerahan pengelolaan
terhadap daerah dapat menyebabkan beberapa mjuan pembangunan
ekonomi secara nasional tidak tercapai.

Sejalan dengan hal ind, terdapat isu utama yang mengemukakan dan
harus segera direspons oleh pemerintah daerah, yaim:

1} Paradigma barn yang menempatkan rakyat sebagal mitra yang
berkedudukkan sejajar dalam percncanaan pembangunan daerah.
Hal inf menuntut pemerintah daerah untuk merencanakan strategi
pembangunan daerahnya dengan lehih baik dan terarah, serta
mengimplementasikannya secara transparan dan accotmbable;

2] Perlu disadari hahwa otonomi daerah harus membuka kesempalan
yang sama lan seluas-lnasnya bagi setiap pelako dalam rambu-rambu
yang disepakari bersama sebagai jaminannys terselenggaranva
ketentuan sosial, @i
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BAE VI
KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Konsep manajemen keuangan daerah secara garis besar dapal dibagi
menjadi dua, yailu manajemen penerimaan daersh dan manajemen
pengeluaran daerah. Dalam ranpla melaksanakan otonomi daerah kedua
komponen it sangat besar pengarubnya (Mardiasmo, 2002 @ 104].
Adapun konsep manajemen kenangan dacrah itu secara garis besar dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaim:

Manajemen penerimazn dacral dan manajemen  pengeluaran
daeral. Sementara ffu secara scderhana pengertian manajemen
adalah suatu kegiatan yang difalokan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara efeltil dan cfisien Sedangkan manajemen
mempelajart bagaimana menciptakan elekUvilas usaha {doing.. ring
thing) secara clisien (doing thing right) dan produkUl, dalam rangha
mencapai lujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ndraha, 2003 -

159].

Iralam peagertian umum manajemen adalah suatu send, kelerampilan,
atau keshlian, yakni, “seni dalam menyelesaikan pelerjaan melalud
arang lain atau keahlian untuk menpperakkan orang melakukan suatg
pekerjaan” Manajemen sering juga dirumuskan sebagal "telnik” dalam
arti maksud dan wjuan dari sekelompok oranp ditetapkan, dijabarkan,
dan dilalsanakan. Dalam rumusan yang lain, manajemen dapat dilihat
sehapai proses, yakni;

Proses  percncanaan(plenningl.  pengorpanisasian  [orgorizing],

pengarahan  [directing), pengkoordinasian  [coordinating],  dan

pengawasan [controlfing). Kelima fungsi ini barus dilaksanakan
oleh setiap manajer/pemimpin di mana pun, kapan pun dan dalam

preanisasi apa pun [Kaho, 2001 228-229,231).

Istilah kevangan oleh Kaho diartikan sebagai setiap hak yang
berhubunpan dengan masalah wang, antara lain berupa sumber
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pendapatan, jumlsh vang yang cukup, dan pengelolaan kewangan yvang
sesuai dengan tijuan dan peraturan yang berlaku [Kaho, 2001 ; 61].
sementara itn, kevangan daerah  [seperti dinyatakan dalam PP Nomar
105 Tahun 20007 berarti semua hak dan kewajiban daerab dalam rangka
penyelenggaraan pemetintahan daerah yang dapat dinilai denpan uang,
(termasuk segala bentuk kekayan vang berhubungan dengan hak dan
leewsajiban daerah), dalarm kerangka anggaran pendapatan dan belanja
daerah [APRTY).

lari pengertian terschut jelas bahwa faktor manajemen kenangan,
khususnya keuangan daerah sangat besar pengaruhnya  terbadap
keberhasilan  pelaksanaan  desentralisasi  fskal. Oleh  karena it
manajemen keuangan dserah merupakan salah satu pukak persoalan
yang direformasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintsh Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 LEntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah, Penlingnya
manajemnen kevangan dalam setiap kegiatan pemcrintahan, karena
tampir tidak ada kegiatan pemerintahan vang Lidak membutuhkan hiaya,
Makin besar jumlah vang yang tersedia, makin banyalk pula kemungkinan
kegiatan atau pelerjaan yang dapat dilaksanalean. Demikdan juga semakin
haik pengelolaannya, waka semakin berdaya guna pemakaian nang
terachul

Mengenai  pentingnva  pengelolaan kenangan dacrzh  menurut
DAudiffret sebagaimana dikubip | Wajong (1975 : 97) mengatalan:

{a] bahwa pengendalian kewvangan mempunyai pengaruh vang
begitu besar pada penduduk sedaerah, sehingga kebijalsanaan
yang ditempuh dapat menyebabkan kemakimuran atan kelemahan,
kejayaan atau  kejatuban  penduduk  daersh ino (t] hahwa
kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil
yang memuaskan dan abadi, Lanpa cara pengendalian kevangan
yang baik, Lerlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke minlka dengan
penub kehijaksanaan, yang harus diarshkan untuk melindungi dan
memperbesar harta daerah, dengan semua Eepentingan masyarakat
sedaerah sangat erat berhubungan: () bahwa anggaran adalah alat
utama pengendalian kevangan daerah, sehingza rencana anggaran
vang dihadapkan pada dewan perwakilan ralvat daerah { DPRTY)
haruslah tepal dalam bentuk dan susunannya dengan hemal rencana
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yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke depan yang

hijaksana.

Pada dasarnya manajemen keuangan daerah merupakan baplan
dari manajemen pemerintaban daerah. Sementara L, dalam arti sempit
manajemen keuangan daerah merupaxan tugas bendaharawan, dari
peran kas daegrah atau bendahara umum daerah sampal dengan peran
bendaharawan provek, bendaharswan penerima, dan bendaharawan
barang Dalam arti luas, manajemen kenangan daerah berarfl mencar
sumber-sumber pembiayaan dana daeral melalui potensi dan kapahilitas
yang terstruliur melalui tahapan percncanan yang sistematis, penggunan
Jdana vang efisicn dan efektil, serta pelaporan yang tepal wakn.

Menurul pendapat Haliva [2002 - 61, fungsi manajemen kevangan
terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan mgas, yaino

(1} Penpalokasion potensi sumber-sumber ekonomi daerah; [Z)
Proses ponyusunan angearan pundapat}:m dan belanja daerah; [3)
Tolol: uknr kinerja dan standarisasi; (4} Pelaksanaan anggaran
vang scsuai dengan  prinsip-prinsip  akuntansg (5] lLaporan
pertangounpiavaban keuangan kepala dacraly; (6] Pengendalian dan
pengawasan keuangan Daerah.

Poin (1] dan (2} merupakan bagian dari fungsi perencanaan di
mana melekat penpertian adanya partisipasi publik. Pein (3] dan (4]
merapakan fungsi pelaksanaan, sedangkan poin (5] dan {6) merupakan
fungsi pengendalian dan pengawasan keseluruban poin tersebut akan
bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah vang
transparan dan akuntabel. Dengan memuat rancangan yang dibual
berdasarkan keahlian sesuai sepert apa yang dikatakan oleh Manulang
(1983 : 67) subagai berikut.

Bapi kehidupan suam negara, masalah kevangan negara sangar
penting. Makin baik keuangan sualu negar, maka semakin stabil
pula kedudulean pemerintah dalam negara in. Schaliknya, kalau
keuangan negara ity kacau, maka pemerintah akan menghadapi
berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala
kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu
pemerintah daerah, kesangan merupakan masalah penting baginys
dalam mengatur rumah mngga daerah.
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Rerbicara manajemen keuangan, maka akan berbicara pula masalah
pengelolaan keuangan, vang pada idasarnva dapat dilakukan haik olel
individu, perusahaan, manpun pemerintah, Menurut Husnan dan
Pudjiastuti (2002 : 16) babwa:

Teari keuangan dapat dikatakan sebagai isiplin yang selaly
mengalami perubahan, dan karena kits perly hersikap terbuka
{open mind) dalam mempelajarinya. Berkaitan dengan manajemcen
keuangan  daerah  tentunya  tidalk dapat dipisablan  dengan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dasrah [APBDY yang
rada hakekatnys merupakan salab satu alat instrumen vang dipakai
sebagai tolok vkur dalam meningkatkan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah hersama DPRD harus berupaya
SEEATO nyat dan terstrulilue guna menghasilkan APRD yang dapat
mencerminkan kebutuhan ril masyarakat, schingga terpenuhi tuntytan
lerciptanya anggaran dacrah yang beroricntasi pada kepentingan
publilc Sebagaimana fungsi manajemen lieua ngan daerah, ada dua tugas
pakok yvang harus dicermati oleh seorang manajer kenanpan daerah,
schagaimana terekam dalam Putusan Menteri Dialam Megeri Nomor
29 Tahun 2000 tenlang “Pedaman Pengurusan, Pertanggungiawaban
dan Pengawasan Kevangan Daeral serta tata Cara Penyusunan APRD,
Pulaksataan ‘Tata Ussha Kevangan Dacrah dan Penyusunan Perhitungan
APBD" Dua wgas pokok terssbut adalah pekerjzan penpangzaran dan
Pekeryaan akuntansi, Keduanya merupakan masalah teknis @najrmet
kenangan daerah yvang arnat senteal.

Anggaran merupakan acuan pembangunan, yane mana dalam
tnenjalankan keuanpan, pemerintal daerah harus herpedaman pada
angpgaran yang telah dibuat, Sementara, akuntansi menvangkut masalah
peningkatan transparansi dan  akunishilitas pengelolaan kenangan
dacrah, Dalam aperasinnalmya, kedua tugas tersebut saling berinteraksi
dan saling melengkapi, terutama dalam rangle pengendalian dan
pongawasan. #a#
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BAB VI
KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomaor 33 Tahuo
2004, bahwa perimbanpan keoangan pusat dan daerah dalam rangka
prlaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada
daceah diberikan keswenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan
sendiri dan didukung dengan perimbangan kenangan antar pusat dan
daerah. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerab
dilakukan dengan mengikuti pembagian kewwenanpan atau mroney follows
fiinction. Hal ini herarl halwa hubungan keuangan antara pusal dan
daerah perlu diberikan pengaturan, sehingga kebutuhan penpeluaran
vang akan menjadi argpung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-
sumber penerimaan vang aida.

Sejalan ilenpan pembagian kewenangan yanp dischutkan di atas,
maka pengatuan pembiavaan daerah dilakukan berdasarkan asas
pettvelenggaraan pemerintahan tersebut, Pembiaynan penyelenggaraan
pemerintahon berdasarkan  asas desentralisasi dilakukan atas beban
APEN dan pembiayaan penyelenpearaan pemerintahan dalam rangka
tupas permbantuan dibiayai atas heban anggaran tingkat pemerintahan
yang rmenugaskan.

Selanjutnya, dalam rangka penyelenpgaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada
daerah diberikan kewenangan untul momunpgut pajok/retribusi | tax
assignment] dan pemberian bagi hasil peneriman [revente sharing ] seTta
hantuan kevangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain
itu, dactah juga diberikan kewuvnangan untuk melakukan pinjaman,
hallk dari dalam maupun Tuar negerl. Pinjaman rersebut dapat berupa
pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah
dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran
untuk penyediaan sarana dan prasarana dacrah. Dengan berlalunya
Undanp-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, masalab hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatue mengenal
pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan yang dikaitkan
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dengan sumber kevangan/pembiavaannya. Perubahan mendasar vang
telah dilakukan oleh kedua undang-undang ini khususnya mengenai
pengaturan hubunpan keuangan antara pemerintah pusat dan daersh
atau inlergovernmental fiscal relotion yang sangat besae pengaruhnva
terhadap keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal,

Keberadaan Undang-lndang Nomaor 33 Tahun 2004 salah satunya
dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingss tervipta
sistem pembiayaan daerab yanyp adil, proporsional, rasional, transparan,
partisipasi, dan bertanggung jawab. Caranya dengan mewujudkan sistem
perimbangan keuangan antara pemerintab pusat vang adil dan selaras
dengan memberilan kepastian sumber kevanpan vang berasal dari
daerah vang bersangkuran, Hal itu selaras denpan prinsip kebijakan
perimbangan dalam Pasal 3 Undang -Undang Nomaor 33 Tahun 2004 vailu:

“Pertuma, peningkatan PAD bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemerintali dacrah untuk mendanai pelaksanaan atonomi
daerah  sesuai dengan  porensi daerah  scbapai perwujudan
desentralisasi. Kewuo, dana perimbangan bertujuan mengurangi
kesenjangan fiskal antora pemerintah dan pemerintahan dacrah.
Ketigo, pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan
dalam rangka penyclengegaraan wrusan pemetintzhan  daerah.
Keempat, lain-lain pemdapatan bertujuan memberi peluang kepada
daerabh untuk memperoleh pendapatan sclain pendapatan. yang
disebutlan di atas”

sementara o mengenai dasar pendanaan urusan pemerintahan
daeraly menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undans Nomor 33 Tahun 2004
vang menyatalan hahwa:

‘(1) Penyelenpgarsan tupas pemerintah daceah dalam rangka
pelaksanaan descolralisasi  didanai APBD; (2] Penyelenggaraan
tugas pemerintab pusat vang dilaksanakan oleh peranpkar daerah
Provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APEN; (3)
Penyelenpgaraan  tugas pemerintah pusat vang dilaksanakan oleh
perangkat daerah dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN; [4)
Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksansan dekonsentrasi
dan/atan pemugasan dalam rangka pelaksanaan mpss pembantuan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diiluti dengan
pemberian dana.”
Beberapa prinsip pembiaysan dan dasar pendanaan pemerintah
dacrah lersehut secara novmatif merupakan langkab yang maju, hanya
saja proses implementasinga masih banyak menghadapi kendala dan
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tidak konsisten. Hal itu terlihat dari masih minim atau rendahnya sumber-
sumber kouangan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering
disebut pendapatan asli daerah (PAD) dan yang berasal dari pemerinbsh
pusat. Menurut Manan, (2004 : 41) bahwa:

Fenomena ini memang bukan hanya khas Indonesia alau negara
berkembang, tetapi fenomena dihampir semua negara. Namun
kecilnyn PAD tidak selalu berarti lumbung kevangan daerah tidalk
terist banyak, bahkan mungkin cukup banyale Hanva saja tidak
hersumber parla pendapatan sendiri, melainkan dari uang yang
diserahkan pusat kepada daerah dalam bentul subsidi dan lain
sehapgainya.
Sehuhungan dengan hal tersebut di atas, Mardiasmo (2002 : 105)
mengemukakan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan kevangan
daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for money

Transparansi memberikan arti babrva anggota masyaralat memiliki
halt dan akses yang sama untuk menpetahuni proses anggaran
learena menyanghut aspirasi dan kepentingan masvarakat, rerutama
pemenuhan kebutuhan hidup moasyarakat.

Akuntabilitas menvangkut pertanggungjawaban publik yang herarti
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dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertangeungjowabkan kepada DPRD dan masyaraleal.

Value for money berarti diteraplannya tiga prinsip dalam proses

penganggaran yaitu ckonomi, efisien, dan efektivitas.

sedangkan Nich Devas, efal [19849 @ 279) menegaskan bahwa tujuan
ulama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berilat,

“{1) Pertanggungjawaban [accountability). Pemerintal dacrah haros
mempertanggungjavwalbkan tugas keuangannya lkepada lembaga aran
crangyangberkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itnrermasik
pemerintab pusal, dewan perwakilan ralyar daerah (DPRD); kepala
daerah [orang yang membawahi semua satuan tata wsaha), adapun
unsur vang penting tangsung jowab mencakup keabsahan dan
pengawasat; (2) Mampu memenuhi kewajiban kevangan. Kenangan
daerah harus ditata sedemikian rupa sehingpa mampu melunasi
sermua ibkatan keuangan, jangka pendek dan panjang (termasuk
pinjarnan jangka panjang); [3) Kejujuran, Urusan keuangan harus
tliserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat
curang diperkecil; (4) Hasil puna (gffectiveness) dan daya puna
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(efficienc) kegiatan dacrah. Tata cara mengurus kewangan daerah
harus sedemildan rupa sehingga memungkinkan program dapat
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai mjuan pemerintah
daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam wakiu secepal-
cepatnya; [5) Pengendalian, Petugas kevangan pemerintah dacrah,
tewan perwakilan rakyal daerah, dan petugas pengawas harus
melakukan penpendalian agar semua tujuan ercapai, mereka harus
mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan
untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan penpgeluaran, untuk
membandinglan peneritnaan dan pengeluaran dengan rencana dan
sasaran.’

Dari ketentuan Pasal 1 Ayal (4] Peraturan Femerintab Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
DNaprah menvatakan bahwa pemegang hebuvaszan umum pengelolaan
keuangan daerah adalab kepala dacrah vang kKarena  jabatannya
mempunyal kewenongan menyelenggarakan heseluruh  pengelolaan
kenanpan daerah  dan  mempuavai  kewajiban menyampaikan
perlanpgunpjawabannya atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
dewan perwaldlan ralgrat dacrah [DIPRD].

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayar (1] menyatakan bahwa kepala
daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan  levangan
dacrah, kemudian Ayat [2) menyatakan selaku pejabat pemegang
keknasaon umum pengelolaan kenangan daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1), kepala daprah mendelepasilan scbagian atan seluruh
kewenangannva kepada sekretaris daerah atau perangkat pengelala
keuangan daerah. Dengan demikian, kepala dacrah tidak barus mengelola
gendiri keuangan daerah tersebut, bahkan kepala daerah dimungkinkan
untik mendelegasikan seluruh kewenangannya dalam bidang kevangan
daerah kepada perangkat pengelola kenangan yang ada di daerah.

Mirzawan sebagaimana dikutip Elmi (20041 : 74] mengemukalan
babvwa kebijakan umum pengelolaan lkenangan daerah antara lain sebagai
herikut.

(1) Dalam mengelola angparan baik mtin maupun pembangunan
senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang
dan dimamis serka efisien dJdan  efektll dalam meningkatlkan
produktivitas; (Z) Anggaron rutin diarabkan untuk menunjang
kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran
pembangunan diarahkan untuk meningkatkan seltor-sekior
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secara  berkesinambungan dalam  mendukung  penvempurnaan

maupun memperhaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang

peningkatan  pembangunan  dan  kemasvarakatan  den Ban
memperhatikan skala prioritas”

acjalan dengan hal tersebur di atas, maka perlu dikemuokakan
pendapat HBrian Binder sebagaimana dikutip Halim (2001 : 74) hahwa
pengelolaan keuangan pemerintah dacrah terhagi antara heberapa
satuan yang lerpisah:

(1} Sekretaris dacrah (Sekda) bertanggung jawab kepada kepala
daerah dalam hal menyiapkan anggaran tshunan, menyetujui dan
mengendalikan pengeluaran, dan membuat wtatan keuangan dan
pembulman. Semua tugas ini dijalankan dalam linglkungan sckretariat
daerah yaitu bapian keuangan; (2) Badan perencanaan pershangunan
daerah (Bappeda) bertugas menyusun kehijaksanaan dan program
dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tabunan, dan juga
menylapkan RP[I'D yang menjadi acuan dalam penyusunan APGIE
{3) Dalam lingkungan sckretariat terdapat bagian pembangunan
(bagian penyusunan program), yang bertugas sebagai koordinator
proyek-proyelt  pembangunan vang  dibiayai  dari anpgaran
pembangunan daerah, dan juga bertanppung jawab memantau
pelaksanaun proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan;
() Dinas pendapatan daerah, bertanggung jawab lanpsung kepada
kepala daerah dan bertupas memungut pajak, retribusi daerah
dan jenis penerimaan lainnya. Selain it dinas pendapatan dacrah
bertugas sebagai koordinator kegiatan mermantau dan melaporkan
stmud penerimaan dacrah; (5) Bank pembangunan daerah {HPD)
vang sclama ini ditunjuk sehagai pemegang kas dacrah, bertugas
mencrima, mengawasi dan menpeluarkan uang, serta menerbitkan
rek atas nama pemerintah dacrah; {(6) Inspektorat dacrah, bertugas
dalamn hal pemeriksaan kevangan daerah.

Nich Devas, ctal [1984 : 280) mengemukakan unsur-unsure sistem
keuangan pemerintah daersh dapar digolongkan kedalam dua kelom pok
yvaitu:

(1) Unsur berkala dan unsur hokum, unsur berkala meliputi unsir-

unsur yang menjadi bagian dard kepiatan-kegiatan berkala dalam

setahun, yakni menyusun program dan anggaran, pengeluaran dan
peneriinaan angparan, urusan uang keluar dan uang masuk, mencatat
dan melapurkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-
upsur pengaluran dan pemantauan kegiatan berkala, yakni : undang-
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undang, dan peraturan kevangan, transaksi dan pemeriksaan
lcenangan dari dalam; [2) Unsur-unsur luar dan dalam: unsur luar
meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah
oleh pejabat-pejabat penpgawas wyang Iehib tinggi [pemerintah
pusat] berdasarkan hukum dan peraturan yang berhalk, ratifikasi
mengenai anggaran dan peraturan kewangan, laporan kebutohan,
dan pemeriksaan kevangan dari luar”

Adapun unsur dalam ialah unsur penpawasan dan pelaporan yang

diadalan dan dilalukan oleh pemerintah daersh bagi pedoman para
pejabat keuangan pemerintah daerab. Maka unsur-unsur ini dapat
digambarkan pada gambar beriknt,

Gambar 3
Unsur-Unsur Utama Sistem Pengelolaan Keuangan
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan kevangan daerah perlu adanya suatu proses koordinasi yvang
Julas sehingga dapat tercipta sinergis di dalam suatu organisasi pemerintaky
daerah, yang pada akhirnya akan menuju pada manajemen kevangan
daerah yang profesional. Untuk it perdu adanya sualy pembaharoan
sesual dengan tuntutan paradigma dalam proses pengelolan kevuangan
daerah it sendiri. Herkaitan dengan tuntutan perubahan 1ersebut
Mardiasmo (2002 : 117) menjelaskan bahwa perencanaan APED dengan
paradigma baru adatah sebapai berikut,

(1) APBD yang herorientasi pada kepentingan publik; [2) APRD Vang
disusun dengan pendekatan Kinerja; (3) Terdapat leeterkaitan VAT
erat antara pengambil kebijakan (decivion Maker) di DPRD dengan
perencanaan operasional olch pemerintah dacrab dan pengangparan
oleh unit kerja; {4) Terdapat upaya untuk mensinergiskan hubunpan
antara APBI, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,
lembaga penpelolaan kevangan daerall dan unit-uni penpelalaan
layanan publik dalam pengambilan kebijakan.”

Berkaitan dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukalan
tersebut maka, agar pemerintzh daerah dapal mengelola angparan
daerah herdasarlan pada kewajaran ekonomi, cfisien, dan cefekif
(virlue for money), maka perencanaan anggaran daerah harus disesun
berdasarkan pendekatan kinerja. Dengan diterapkannya pendekatan
kinerja ini seiring dengan perkembangan manajemen yang memang
telah berubah dalam menyusun anggaran. Perkembangan dan perubahan
anggaran it pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan wadisional
kepada pendekatan new public management. Menurut Nich Devas, etal,
(1989 : 2749) menegaskan bahwa tujuan utama pengelulaan kewanpzn
pemerintah dacrah adalah sebagai berikur,

“(1) Pertanggungjawaban {gccountability]. Pemerintah daeral harus
mempertangpungjawabloan tugas keuangannya kepada lembaga atay
orang yangberkepentinganyangsah. Lembagaatau orangitutermasul
pemetintah pusat, dewan perwalkilan rakyat daerah {DPRDY; kepala
dzerah {orang yang membawahi semua satuan tats usaha], adapun
unsur yang penting Langgung jawal mencakup keabsahan dan
pengawasaly (2) Mampu memenuhi kewajiban kevanpan. Keuangan
daerah harus ditata sedemikian rupa schingga mampu melunasi
semmua ikatan keuangan, jangka pendek dan panjang {termasuk
pinjarnan jangka panjang); (3) Kejujuran, Uriasan kenangan barus
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discrabban pada pegawai vang jujur, dan kesempatan untuk berbuat
curang diperkecil; (4) Hasil guna (gffectivensss] dan daya guna
[¢fficienc) kegiatan daerah. Tam cara mengurus kevangan dacrah
harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat
direncatalkan dan dilalsanakan untuk mencapai tujuan pemerintah
dacrah dengan hiaya sevendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-
cepatnya; [5) Pengendalian. Petugas keuangan pemerintah daerah,
dewan perwakilan rakyal daerah, dan pelugas pengawas harus
melakukan pengendalian agar semua tujuan tercapai, mereka harus
mengusahakan apar selalu mendapat informasi yang diperlukan
untak memantay pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk
membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan
sasaran.”

Dengan demikian, peran DPRD dalam melakular kontrol kinerja

pemerintah dasrah sangat menentukan guna terbentuknya ransparansi
anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepentingan
publik. Angparan daersh sebagai instrumen kebijakan yang utama
bagi pemerintab dasrah, mendulung posisi seantral dalam upaya
pengembangan kapagitas dan efeklivitas pemerintah daerah, Anggaran
dacrah merupakan alat dalam menentulkan pendapatan dan pengeluaran,
membantu  penzambilan  putusan dan perencanaan pembangunan,
otorisasi pengeluaran, sumber pengembangsn ukuran-ukuran standar
untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat
lipordinasi hagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja [Mardismo,
2002 ; 157-158-202). #if
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BAB IX
PENUTUP

Berdasrkan pemikiran konsepsional atau tearetis vanp dilkemulakan
oleh para pakar dalam studi  proses kebijokan publik sebagaimana
diuraikan tersehur di atas, nampaknya teori implementasi kebijakan dari
Abidin (2004 : 191-197) lehih komprehensif dan realistis dipandang dari
perspeltif manajerial mavpun kondisional bagi studi kebijakan yang
aktual dan relevan sebagai landasan analisis implementasi kuhifakan
desentralisasi fiskal dengan intisari teoretls sebagai berikul

1. Bahwa proses implementasi kebijkan ditenlukan oleh dukungan
dua faklor, yaitg faktor internal dan fakior eksternal, Faktor intermal
meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, seda ngkan
fakror eksternal adolah meliputi kondisi lingkangan dar dubungan
masyarakat,

2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:

[1) Subtansi kebijakan, bahwa suam Kebijalan dianggap berkualitas
dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi:

a] Tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang
dipakai untuk membuat kebijakan it dapat dikatakan Lailk,
jika: (1] Rasional, artinya tujuan dapal dipahami atan
diteriena oleh akal schat; (2) Diinginkan {desiradie]), artinya
tupuan kebijakan ity memenuhi kepentingan orang boryak
atau dapat memenuhi kepentingan masyaralat.

b)  Asumsi, babiwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan
kebijakan itu realistis alaw tidak mengada-ada,

) Informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap
dan benar atau ridak kadaluarsa (out of dote), Kebijakan
yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah
Helak tepat,
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(2} Sumber daya, yaitu meliput:

a} Sumber daya aparatur, yaitu dulungan aparat pelaksana
kebijakan;
b] Anggaran, vaitn dukungan biaya bagi pelaksanaan kehijakan;
¢] Sarana, yaitu dulungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Dulungan faktor eksternal kebijakon secara elaboratif meliputi:

1} Kondisi lingkungan kebijakan, yaitu menyanghkat londisi sosial

politik, dan ekonomi.

7} Dulmunsan masyarakal, yaitu dubungan masyaralat sebagai

sasarun (objek) kebijakan yvang diimplementasikan,

Konstruksi learetis tersebut kiranya culp beralasan, karena dalam
perspektif manajemen, bahwa kebijakan merupakan instrumen hasis
bagi manajemen untuk menjadi solusi berhagai permasalahan yang
kampleks, vang dihadapi dalam proses mencapai tujuan Inanajemen,
inkiusif dalamn manajemen pemerintahan  dengan  memanfaatkan
dulungan sumber daya yang dimiliki sebagaimana dikemukakan Fleet
(1988 : 9) bahwa, manajemen adalah suatu kelompok aktivitas yang
diarahkan kepada pemanfaatan sumber-sumber daya secara efeltif serta
efisisen dalam rangka mencapal sebual tjuan atau lebih” Perspeknf
manzjerial tersebut dapat divisualisasilkan sebagai berikul.

Gambar 4
Konsiruksi Proses Manajemen

Sumber daya
Manusiia

Aktivitas Fend "_k"f""-’- Pencapainn
Manjerial manajerisl tujusn
keuangun

r—-\_
Sumber dava

informazinnal

Surnber daya
Moncier

Sumber; Konstruksi Prosas Manajemen menurut Flaet {1988 : 9],
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Secars ekologis bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik juza
akan berdampak terhadap implementasi suatu kebijakan sebagaimana
dikemukalan oleh Meter dan Horn (1975 :471) hahwa:

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kehijakan
publile merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa
yang lalu, Para peminat perbandingan politik negara dan lkebijakan
publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan dampak
varlabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan,

Secara kandisional, bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan
ditentukan pula oleh realitas dukungan masyarakat vang terakiualisasi
dalam bentuk partisipasi masyarakat, seperti dikemubkakan Huntinglon
dan Nelsan [1990 : 1) hahwa;

Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakal moderm. Di negara-
negara yang belum modern, sebagian besar mesyarakatnya belum
merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah,
Mereka belum mernsa babwa kebijalan pemerintah  mempunyai
pengaruh pada kehidupannya, apalapi untuk berpikir bahwa mereka

Inempunyai halk dan mampu memengarubi lebijakan pemerintah i

untuk kepentingannya,

Peneliian  tentang  desentralisasi fiskal ditinjau  dari aspek
penerimaan  kevangan  daerah.  Herdasarksn  rumusan  masalsh
sehagaimana telah dikemukalkan di muks, dikandung maksud bahwa
apa penyehab ketidakefektifan antara implementasi kebijalan dengan
perolehan dan peningkatan penerimaan daerahi? dan bagaimana langlkah
menghilangkan ketidakefektifan itw?

Terlehih dahulu perlu dideskripsikan kata kunci it efektif,
Berdasarkan Richard M. Streers {1985 :H9], efekbiberart suslu kebijakan
atau fakta yang Lelah berlangsung dan fakta tersehut telah sesuai den A
apa yang pernah direncanakan maupun  dicita-citakan, Dalam  hal
bertindak efektif jelas terkandung malksud ketidaksesuaian antara fakbs
dan rencana. Sedangkan pertanyaan kedua adalah bagaimana upays
menghilangkan ketidaksesuaian tersebut. Terlebih dahulu kita preri
mengenali apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai? Dalam disertasi in
yang menjadi ebjek dari pertanyaan tersebut adalah penerimaan daerah
melalui sumber-sumber pendapatan dacrah.

Munurut Dye [1997 : 45) bahwa rencana atau perencanaan merupa-
kan salah satu bagian dari komponen kebijakan, Kita tashu bahwa
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penetapan rencana dalam konteks percocanasm penerimaan daerab
retribusi dasrah sudah tenm diengkapkan dalam kebijakan APBD
melalui sehuah peraturan daerah, Kebijakan publik merupakan putusan
pemerintah wntuk melakukan alau tidale melakukan tindakan untuk
mencapai bejuan tertentu atau memecahlkan masalah tertentu. Kebijakan
daerah yang mengatur penyelenggarazn desentralisasi fiskal merupakan
salah satu jenis kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah

Satu tahapan proses kebijakan yanp dinilai paling krusial adalsh
tahapan implementasi kebijokan yaitu tahapan di mana sebuah tujuan
lkebijakan akan dilaksanakan dengan selurub sumber daya dan potensi
yang ada (Edwards 111, 1980 : 51}, Bagaimana pun baiknya sebuah
kehijakan publily, kalau tidak dipersiapkan dan dilaksanakan dengan
baik, maka apa yang menjadi tujuan tersebut tidak akan mampu lercapai
dengan sempurna. Untuk itw, bukan saja pada tahap implementasi yang
harus dipersiaplkan dan direncanakan dengan haile, akan tetapi juga pada
tahapan perumusan alau pembuatan kebijakan publik jupa diastisipasi
dengan melibat fakror dominan yang Lerdiri atas komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana diungkaplkan dalam
Edwards I[1 [ 1980 : 37 merupakan kerangla analisis yang sangat penting.
Kinerja keempal faktor tersebut sangat memengaruhi mplementasi
kebijakan desentralisasi Oskal. Dalan hal ketidakefektifan implementas]
desentralisasi fiskal, dilihal dari kerangka Edwards 11 adalah sebapai
berikulL.

a. Dariaspek komunikasi adalah bagaimana suaw produk kebljakan
desentralisasi fiskal, baik dari tataran prinsip maupun operasional
dapat disalurkan kepada seluruh pemanglku kepentingan (stare
halder] mungkin melalui berbagai upaya daerah. Dalam Kasus
Provinsi Sumatera Sclatan misalnya, sesuai dengan kelerangan
informman  sebhagai  perwskilan  pemangku  kepentingan,  di
antaranya adalah stafl operasional lapangan/petugas keuanpan di
lkabupaten babmen selalu ada ketimpangan dalam penerimaan DAL
dalarm hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
di mana terjadi pembagian kewenangan antara pemoerintahan
vang dikaitkan dengan sumber kevangan/pembiayan.  Untuk
itu diperhikan kesamaan pemahaman antara jajaran syarat yang
penting dalam mentransformasikan kebljakan kepada pemangku
kepentingan atan implementor atau aspirator di lapangan
mencakup cara penvaimpaian,/penvebaran, kejelasan informasi,
dan konsistensi informasi pemerintahan pusat terhadap daerah
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b, Dari aspek sumber dava mencakup kesiapan stal [SDM), sumber
tdana, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dalam kasus Provinsi
sumatera Selatan, sesual dengan kerangka yang bisa dihimpun
batiwa pada dasarmya kesiapan staf lehih dilihat dari hal kemauan
dan kejujuran, mempunyai keahlian. Sumber dana merupakan
hal yang penling, karena dengan sumber dana yang memadai
muka Pemerintal Provinsi Sumatera Selatan biss memberikan
kelagakan dan kesejahleraan kepada pepawainya, terutama
staf di lapangan. Selain itu dengan sumber dana yang cukup,
maka dalam  melaksanakan fungsi tersebur harus didukung
sumber-sumber kewangan yang menjadi baik yang berasal dari
pendapatan asli daerah [PAD), dana perimbangan, pinjaman
dacrab maupun lain-lain pencrimaan yang sah, Unluk peranan
pemerintah daerah sebapai ungkapan dari kemauan dan identitas
masyarakat setempat. Pemerintah dacerab pada dasamya adalzh
lembaga untuk menyelenggarakan layanman-layanan tertenty
untuk daerah, dan sebagal alat yang tepat untuk menebus
hisva memberikan layanan yang semata-mata  hermantaat
untuk daeral. Sedangkan informasi tentang kewenangan pada
setiap fngkatan implementorfoperator di lapangan seringlali
diabaikan dalam melaksanalan tugas sehingga terkesan Lumpang
Lindih, sebagaimana diutarakan oleh informan pencelitian ini.

. Trari aspekdisposisi atau sikap pelaksana adalah sikap kesadaran
dan tanggung jawal implementator foperator pemerintah daerak
di lapangan dalam melaksanaakan tupasnya belum memadal, hal
ini sudah tentu dipengaruhi oleh kondisi kedua asple sebelumnya,
yattu komunikasi dan sumber daya vang helum cukup memadai
sebapaimana divuraikan di atas.

d. Dari aspek struknur birokrasi merupakan urat nadi Lerhadap
berjalannya ketiga aspell di alas; komunikasi, sumber daya
dan sikap pelaksana. Semaldn rumitnya dan luasnya rentang
leenadali seruktur birokrasi, maka dimungkinkan komunikasi akan
Lerhambat, sumber dava tidak hisa tidak biasa dimanfaatkan
secara penuly, dan sikap atau respons pelaksana akan kurang
maksimal.

Dari pendapat di atas dapal dijelaskan sebagi berikut

L. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal merupakan dampak
atas pelaksanaan kebijakan yang dibuat implementasi tersebut
sebaiknva perlu mengacy kepada kerangla Edwards 111
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Kinerja implementasi kebijakan; apakah itu bailc atan buruk akan
herdampak kepada kwalitas pelayanan yang secara nperasional
menjadi tugas staf teknis {operasional] pada unit di mana abjel
pendapatan daerah dikeloia.

Malam hal pralktek di lapangar, melibatkan baik sengaja maupun
tidak sengaja akan partisipasi masyarakat setempat, namun
demikian dalam koridor terkendali;

Operasional pelaksanaan tersebut, baik yang langsung dikelola
oleh unit provinsi mavpurn  kabupaten / kota yang menjadi
kendala dalam pencapaian kinerja implementasi kebijakan yang
diindikasikan dengan kinerja tarpel dan realisasi pendapatan
daerah provinsi.

Dengan demikian untok meningkatkan kinerjs pendapatan
daerah perlu meningkatkan peranan unit yang bertanggung
jawab terhadap seliap sektor pendapatan daerah, sepert
dinas pendapatan daerah, maupun unit-unit pengelola yang
menyanglut setiap sektor pendapatan daerah provinsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004,
maka pemerintah daerah memilikl kewenangan untuk melaksanakan
kegiatannya dan menjalankan pembangunan setta kewenangan yang
lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaaan, baik yang
herasal darl daerah ita sendiri maupun dana yang berasal dari APBN.

Untuk mengimplementasikan  kebijakan desentralisast  fsleal
terhadap sumber-sumber pendapatan asli dacral, mepurut Halim
[2001 : 90-41) mengemulakan kriteria sebagai dazar penilaian yaitu:

1.
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Kriteria bagi hasil harus mencukupi, menghendaki hasil pungutan
penerimaan yang besar dan mencukupi untull keperivan
pemerintah daerah. Jadi bukan banyal: jenis penerimaan, tetapi
hasil dan potensinyva;

Kriteria adil dan pemerataan, ditihat dari faktor yaitu:

a.  Tegal lurus (Hugkat atau besar pendapatan ).

b, Mendasar (sumber pungutan dikenalan].

. Geografis [menyangkut lokasi di mana pungutan itu
dikenakan).

Kriteria ini bertitik tolak pada azas manfaat dan azas daya pikul.

Azas manfaat menghendaki agar jumlah pungutan sama dengan

manfaal yang diterima, sedangkan azas daya pikul adalah

| e ireelisasi Fisknd




pengenaan hars berdasarkan kemampuan bayar seseorang atas
suatl prngutan.

IKriteria kemampuan  administrasi, setap jenis penerimaan
berbeda-heda dalam peranzkat administrasi.

Kriteria pengarubh pajak terhadap ekonomi, vanp diperhatikan
adalah efek terhadap alokasi sumban, schah ada pungutan yang
dapat mengurangi kemampuoan berprodulsi dan investasi, ada
pula yang mendorong kepiatan produksi dan investesi. Segi
efisicnnya adalah pungutan vang mendorong kagiatan ekonomi.

Memuut Peraturan Pemerintah Noomor 104 tabun 2000 sehagaimanas
telah disempurnakan denpan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005
lertang Tana Perimbangan terdapat empat sumber dana perimbangan
dari pemerintah pusat, vang terdiri dard:

8

Dana bagi basil adalah dana yang bersaumber dari APEN vang
dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase
bertentu denpan memperhatilan polensi dacral penghasil;
Dana alokasi wmnn  [(DAU]  bertujuan untuk  pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah melalui pencrapan formulasi
yang mempertimbanpkan keboluban belanja pegawai, kebulebhan
Mskal, dan potensi dacrah;

Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan
genprafis, jumlah pendudul; tinglat kesehatan dan kesejahteraan
masvaralkt di daeraly, dan tingkat pendapatan masvarakat di
doerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan
asli dacrah, dana bags hasil pajak; dan sumber daya akacn;

Dana alokasi khusus [(1AK] dimaksudkan unink mendanai
kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan meropakan
prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang  meripakan
perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu lthususnya
dalam upaya pemenuhan kebutnhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakal.

Melalul  peoyempurnaan  prinsip-prinsip,  mekanisme,  dan
penambahan  persentase beherapa komponen dana  perimbangan
diharapkan daerah dapal moeningketkan funpsi pemerintahan daerah
sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
misalnva kebijakan dalam pelavanan infrastruktur dan pajak kendaraan
Pada dasarnya, jenis infrastroltur dapat dibedakan menjadi infrastruktur
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pusat dan infrastuktur dacrah. Sedangkan menurul Dunn (2003 : 46},
hahwra:

Sistem kebijakan (policy spstem ) ataw pola pelaku institusional melalui
kebijakan dibuatmengandung erpatelemet vang memiliki hubungan
timbal balile kebijakan publil, pelatn kebijakan, dan lingkungan
kehijalan. Dari paparandiaras tompakbahwaimplementasi kebijakan
desentralisasi fiskal berlangsung dalam kontels hubungan dengzan
pemerintaban [governance relations), yaknl aotara pemerinkah pusa
Lersehul dapat diflustrasikan melahi gambar berikut

dan dacrah

dengan contoh kasus i Provinsi Sumataera Selatan.

Gambar 5.
Kerangka pamikiran
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Indemesia [BPLUPKIT) Panitia Pecsiapan Kemnerdekoan Indoncsia
[PPKI) Sekretanat Megara Republik [ndonesia Jakarta, (Hatta, 199%)
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Vndang-Undang Dasar Mepara Republik ndonesia 1945

Usdang-undang Momor § Tahun 1974, tentany, Pokok-pokok Pemerintahan
di Dacraly.

Undang-Undang Nomar 22 Tubun 199, teniang Pemerintah Daerah

Undana -Undang Nomar 25 Tabun %99, tentang Peombangan Keaangan
antara Pemerintah Pusit dan | daerat

Undang-Tndang MNomuor 34 Pabun 20040 wntang Poruhaban Atas Undang-
Undang Nomor LE Tabun 1997 tentamy Pajak Daerah dan Retribus
Dacrah.

Undune-Undang Nomor 2% Tabun W4 tentang Sistom Perencanism
Pembangunan Masional (REIVINY Tahun 2005 — 325,

Undang-LUndang Nomar 32 Tabun 2004, tentang Pemcrintahan Dacrah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, lentang Perimbangan  Kewangan
antura Pemeriniah Pusat dan Dacrah,
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